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ABSTRAK
Islam telah memberi konsep tentang kewarisan melalui surat An-Nisa ayat 11
untuk memperjelas berapa bagian masing-masing ahli waris. Kemudian diperjelas
kembali dalam beberapa hadis Rasulullah SAW, yang kemudian dipahami dalil
Al-qur’an dan hadis oleh jumhur Ulama. hal ini penting yang mendorong penulis
untuk membahas masalah dalam sebuah skripsi dengan judul konsep dua banding
satu dalam pembagian harta warisan studi perbandingan Jumhur Ulama dan
Muhammad Syahrur. Menurut penulis keduanya memiliki perbedaan mendasar
dalam memahami dalil-dalil di atas, Jumhur Ulama memahami dalil-dalil di atas
dengan metode pendekatan bayani, sedangkan Muhammad Syahrur
memahaminya dengan teori Hudud. Dalam perspektif keadilan, pembagian
kewarisan dalam Islam (2:1 antara laki-laki dengan perempuan) sudah adil, karena
sesuai dengan bagian yang proposional antara hak dan kewajiban antara
keduanya. Konsep keadilan tersebut dapat dikaitkan dengan ketentuan tentang hak
dan kewajiban suami istri dalam hukum perkawinan dan kewajiban seorang anak
laki-laki dalam pengurusan dan pemeliharaan orangtuanya setelah berumah
tangga.penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research) dan
bersifat deskriptif-analitik-komparatif, yaitu data-data yang ada disusun,
digambarkan dan dijelaskan secara rinci lalu dianalisis, kemudian dibandingkan.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sirkuler, yaitu. Pendekatan
penelitian yang menempatkan pendapat berbeda dalam mazhab secara saling
melengkapi. Hasil analisis menunjukkan bahwa, apabila jumlah perempuan lebih
banyak dua kali lipat jumlah laki-laki maka bagiannya sama. Syahrur menerapkan
teori hudud yang terdapat pada ayat-ayat kewarisan yaitu liz-zakari mislu hazz al-
unsayaini, laki-laki dua kali lipat dari yang di terima perempuan. Sementara
Jumhur Ulama berpendapat seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang
anak perempuan yaitu 2:1. Karena Allah telah menciptakan dua jenis manusia
yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.
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TRANSLITERASI
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987
1. Konsonan
No. Arab Latin Ket. No. Arab Latin Ket.
1 ا
Tidak
Dilam-
Bangkan
١٦ ط ṭ t dengan titikdi bawahnya
2 ب b ١٧ ظ ẓ z dengan titikdi bawahnya
3 ت t ١٨ ع ‘
4 ث ṡ s dengan titikdi atasnya ١٩ غ g
5 ج j ٢٠ ف f
6 ح ḥ h dengan titikdi bawahnya ٢١ ق q
7 خ kh ٢٢ ك k
8 د d ٢٣ ل l
9 ذ ż z dengan titikdi atasnya ٢٤ م m
10 ر r ٢٥ ن n
11 ز z ٢٦ و w
12 س s ٢٧ ه h
13 ش sy ٢٨ ء ᾽
14 ص ṣ s dengan titikdi bawahnya ٢٩ ي y
١٥ ض ḍ d dengan titikdi bawahnya
2. Vokal
Vokal dalam bahasa Arab sama seperti vocal dalam bahasa Indonesia,
yaitu terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.
ix
1. Vokal tunggal
Vokal tunggaldalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau
harkat, transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf Latin
 َ◌ Fatḥah a
 ِ◌ Kasrah i
 ُ◌ Ḍammah u
2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harkat dan huruf, transliterainya sebagai berikut:
Tanda dan
Huruf Nama Gabungan Huruf
ي ◌َ Fatḥah dan ya ai
و ◌َ Fatḥah dan waw au
Contoh:
 َفْیَك : kaifa  َح َلْو : haula
3. Maddah
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara
harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:
Tanda dan
Huruf Nama Huruf dan Tanda
ي/ا ◌َ Fatḥah dan alif
atau ya
ā
xي ◌ِ Fatḥah dan ya ī
ي ◌ُ Fatḥah dan waw ū
Contoh:
 َلَاق : qāla  َلِْیق : qīla
ىَمَر : ramā  ُلُْوَقی : yaqūlu
4. Ta Marbutah ( ة )
Ada 2 (dua) transliterasibagi ta marbutah.
a Ta Marbutah ( ة ) hidup, yaitu Ta Marbutah ( ة ) yang hidup atau mendapat
harkat fatḥah, kasrah dan ḍammah. Transliterasinya adalah t.
b Ta Marbutah ( ة )mati, yaituTa Marbutah ( ة ) yang mati atau mendapat
harkat sukun. Transliterasinya adalah h.
c Bila suatu kata berakhiran dengan huruf Ta Marbutah ( ة ) dan diikuti oleh
kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata tersebut
teripisah, maka Ta Marbutah ( ة ) itu ditransliterasi dengan h.
Contoh:
 ْنْرُْقلا ُةَضْوَر : Rauḍah al-Quran
 ْةَر َونُْملا َُةْنیَِدلما : al-Madinah al-Munawwarah
 ْة َ ْلَط : ṭalḥah
xi
Catatan:
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi,
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai
kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti: Mesir,
bukan misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam bahasa Indonesia tidak
ditransliterasi. Contoh: tasauf, bukan tasawuf.
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1BAB SATU
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Hukum kewarisan merupakan salah satu persoalan yang penting dalam
Islam, dan merupakan tiang di antara tiang-tiang hukum secara mendasar yang
tercermin langsung dari teks-teks suci yang telah disepakati keberadaannya.
Agama Islam dengan kesempurnaannya telah mengatur pembagian warisan secara
rinci dalam Alqur’an dan sunah agar tidak terjadi perselisihan di antara ahli waris.
Islam menghendaki agar pemindahan kepemilikan melalui warisan sesuai dengan
jiwa syariat yang mengedepankan prinsip keadilan. Harta yang diterima ahli waris
pun akhirnya menjadi halal, baik, dan mengandung berkah.
Dahulu, kaum Jahiliyyah tidak memberikan harta warisan kepada kaum
wanita dan anak laki-laki yang masih kecil. Mereka mengatakan, “bagi yang
belum pernah berperang atau mendapatkan harta rampasan perang, maka mereka
tidak berhak mendapatkan warisan. “Allah Swt membatalkan hukum yang dibuat
atas dasar kebodohan dan kezaliman tersebut serta menetapkan bagian tertentu
untuk kaum wanita sesuai dengan kebutuhan mereka. Allah menetapkan jatah
mereka setengah dari jatah laki-laki yang sejajar dengan mereka. Allah tidak
menghalangi mereka mendapatkan harta warisan seperti yang dilakukan oleh
kaum Jahiliyyah, tidak  juga  menyamakan  bagian  mereka dengan bagian laki-
2laki sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang menyimpang
dari akal dan fitrah yang lurus.1
Ajaran Islam menghilangkan perbedaan sifat pria dan wanita, masih kecil
atau sudah dewasa untuk tidak menerima waris. Mereka mempunyai hak untuk
mendapatkan waris walaupun ada perbedaan dari segi jumlah bagian yang
diterima.2 Alquran telah menjelaskan pembagian warisan dalam surat An-Nisa
ayat 11:
 مُكداَلوَأ يف هَّللا مُكيصوي ◌ۖيَثنُأْلا ِّظح ُلْثم ِرَكَّذللني
Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepada kalian tentang (pembagian
warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama
dengan bagian dua orang anak perempuan, “(QS.An-Nisa [4]:11).
Ayat ini memunculkan ragam penafsiran, banyak ulama berpendapat
bahwa porsi yang diperoleh anak laki-laki adalah dua banding satu dari anak
perempuan. Di dalam ayat Al-quran di atas, Allah SWT memberikan ketentuan
tentang naṣib (bagian) setiap ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan.3
Kewarisan dalam perspektif jumhur ulama, anak perempuan yang sendiri
mendapatkan seperdua, dan dua anak perempuan mendapatkan dua pertiga,
apabila terdapat anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan. Alasan
laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian perempuan, karena laki-laki
berkewajiban jihad,menanggung diat akibat pembunuhan tidak sengaja. Semua itu
1 Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Panduan Praktis Hukum Waris, (Bogor: Pustaka
Ibnu Katsir, 2008), hlm. 3.
2 Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992) hlm.
229-230.
3 Muhammad Ali Al-Sabouni, Hukum Kewarisan, (Jakarta: Printer,
Publisher&Distributor: 2005) hlm 17
3diambil dari nafkah atas dirinya dan istrinya.4 Muhammad al-Ṣābūni, salah
seorang pakar tafsir ahkam kontemporer menyatakan, bahwa di antara hikmah
dari pelipatan bagian laki-laki yang sama dengan bagian dua orang anak
perempuan atau bagian seorang suami yang dua kali lipat lebih besar dari pada
bagian istri, ialah mengingat kebutuhan suami/ayah untuk membiayai (menafkahi)
kehidupan rumah tangganya di samping pengelolaan aset perniagaan, usaha
ekonomi, dan pertanggungjawaban berat lainnya, jauh lebih besar dibandingkan
dengan harta yang dibutuhkan istri/anak perempuan. Dia (laki-laki) itu benar-
benar memerlukan pembiayaan kehidupan yang lebih banyak/besar seiring dengan
beberapa atau sejumlah kewajiban (tanggung jawabnya) yang lebih berat
dibandingkan dengan tanggung jawab orang-orang perempuan, yang karenanya
laki-laki itu membutuhkan harta kekayaan lebih banyak dari pada perempuan.5
Di sisi lain Muhammad Syahrur berpendapat ada dua hal yang harus
diperhatikan di dalam masalah konsep dua banding satu ini. Pertama, jumlah
perempuan berubah dan berganti. Kedua, jatah laki-laki tidak mencapai dua kali
lipat jatah perempuan, karena jika kita tentukan harta warisan bagi empat anak,
misalnya, yang terdiri dari satu laki-laki dan tiga perempuan, itulah jatah laki-laki
mencapai 33,33%, dari harta peninggalan, dan jatah perempuan, masing-masing
adalah 66,66% : 3= 22,22%. Jika kita tentukan, misalnya, harta waris bagi enam
anak yang terdiri dari satu laki-laki dan lima perempuan, tentulah laki-laki akan
mendapatkan jatah sebesar 33,33%, sedangkan jatah perempuan masing-masing
4 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu Asy-Syafi’i Al Muyassar, (Jakarta: Niaga Swadaya: 2012)
hlm 111-112
5Muhammad Amin Suma, Keadilan Hukum Waris Islam, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada:2013), hlm110-111
4sebesar :66,66% : 5=13,33%. Kenyataan ini memperkuat pendapat Syahrur bahwa
jatah laki-laki sebesar dua kali jatah perempuan hanya pada satu kasus saja, bukan
pada seluruh kasus, sebagaimana yang dianggap oleh para ahli fikih dalam
aplikasi hukum selama ini.
Perhitungan dalam hukum waris (furuḍ al-muqadrah) sebagaimana yang
ditentukan oleh Allah adalah untuk perempuan saja. Sedangkan laki-laki adalah
variabel pengikut yang bagaimananya bisa berubah-ubah sesuai dengan perubahan
jumlah perempuan yang mewarisi bersamanya. Jika perempuan itu sendirian,
maka seorang laki-laki memperoleh setengah dan perempuan memperoleh
setengah pula. Jika terdiri dari dua perempuan, maka bagi seorang laki-laki bagian
yang sama dengan bagian dua perempuan. Apabila jumlah perempuan lebih dari
dua sampai tak terhingga, maka laki-laki memperoleh sepertiga dan bagi
perempuan duapertiga berapapun jumlah mereka. Oleh karena itu, laki-laki
disebut untuk kedua kalinya dalam ayat karena ia berposisi sebagai variabel
pengikut yang dapat berubah mengikuti jumlah perempuan yang berposisi sebagai
variabel perubah.6
Melihat perbedaan pemikiran tentang masalah ini, maka secara tidak
langsung telah memberikan pengaruh dalam praktek pembagian harta warisan
khususnya yang berkaitan terhadap bagian laki-laki dan perempuan dalam
masyarakat. oleh karena itu penulis menganggap penting untuk membandingkan
konsep dua banding satu menurut pendapat jumhur ulama dan Muhammad
Syahrur.
6 Muhammad Syahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, (Jogjakarta: elSAQ Press,
2003) hlm 342-343
51.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini mengacu
pada permasalahan pokok yaitu:
a. Bagaimana perspektif jumhur ulama tentang dua banding satu dalam
pembagian harta warisan?
b. Bagaimana perspektif Muhammad Shahrur tentang dua banding satu dalam
pembagian harta warisan?
c. Bagaimana mengalisis istinbath hukum terhadap perbandingan jumhur ulama
dan Muhammad Shahrur tentang dua konsep banding satu dalam pembagian
harta warisan?
1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan beberapa rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan
pembahasan ini adalah:
a. Untuk mengetahui perspektif jumhur ulama mengenai konsep dua banding
satu dalam pembagian harta warisan.
b. Untuk mengetahui perspektif Muhammad Shahrur tentang dua banding
satudalam pembagian harta warisan.
c. Untuk mengetahui metode istinbath hukum jumhur ulama dan Muhammad
Syahrur tentang dua banding satudalam pembagian harta warisan.
61.4. Penjelasan Istilah
Untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam mengartikan kata-kata,
perlu penulis jelaskan dua istilah dalam judul skripsi ini. Adapun istilah yang
ingin dijelaskan adalah sebagai berikut:
a. Dua banding satu
Apabila dalam pembagian waris terdapat anak laki-laki bersama dengan anak
perempuan untuk mengambil bagian harta pusaka, maka cara pembagiannya
ialah laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan satu bagian, inilah yang
dimaksud dua banding satu.
b. Harta Warisan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta memiliki arti sebagai barang-
barang, uang dan sebagainya yang merupakan kekayaan; barang-barang berharga
milik seseorang; kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai.
Sedangkan warisan memiliki arti harta peninggalan atau pusaka.7 Adapun yang
dimaksud dengan harta warisan adalah hak yang dapat dibagi-bagi dan ditentukan
bagi mereka yang berhak menerimanya setelah sepeninggalnya pemilik hak
tersebut.8
7 Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 1, (Jakarta: Pustaka
Phoenix, 2007), hlm. 312-967
8 Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqih Wanita, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998),
hlm 503
71.5. Kajian Pustaka
Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapat gambaran hubungan
topik yang akan dibahas/diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin
pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga dalam penulisan skripsi ini
tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Menurut penelusuran yang
telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan
spesifik yang mengarah kepada konsep dua banding satu dalam pembagian harta
warisan menurut pandangan jumhur ulama dan Muhammad Shahrur. Namun
demikian ada beberapa tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan
persoalan dua banding satu dalam pembagian harta warisan, di antaranya yaitu
skripsi yang ditulis oleh Lisna Misra yang berjudul Konsep Pembagian Harta
Warisan Anak Perempuan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa
Cinta Makmur Kecamatan Setia Kabupaten Abdya) tahun 2013, Prodi SAS
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ar-Raniry. Di dalam skripsi ini Lisna
Misra mengkaji tentang pembagian harta warisan anak perempuan, kajian tersebut
lebih menekankan kepada persamaan hak penerimaan warisan yang sama dan
seimbang dengan kaum laki-laki.
Selanjutnya skripsi Siti Hajar yang berjudul Implementasi Konsep
Takharuj Dalam Pembagian Harta Warisan Antara Anak Laki-Laki Dan Anak
Perempuan(Studi Kasus di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar) tahun
2016, Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Di
dalam skripsi ini penulis Siti Hajar mengkaji tentang pembagian harta warisan
antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kajian tersebut lebih menekankan
8kepada pembagian harta warisan baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan
yang telah ditetapkan baik dalam Al-Qur’an maupun As-Sunnah.
Berbeda dengan dua skripsi di atas, penelitian ini lebih memfokuskan pada
masalah perbedaan pendapat antara jumhur ulama dengan Muhammad Syahrur
tentang konsep dua banding satu dalam pembagian warisan laki-laki dengan
perempuan.
1.6. Metode Penelitian
1.6.1 Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sirkuler, yaitu pendekatan
penelitian yang menempatkan pendapat berbeda dalam mazhab secara saling
melengkapi. Artinya peneliti perbandingan mazhab melihat perbedaan sebagai
keragaman, bukan pertentangan. Alasannya karena pengetahuan manusia adalah
‘pergaulan’ dengan objek, bukan ‘copy’ objek. Hasil pergaulan itu tidak lah
lengkap, dan kelengkapan hanya terwujud jika semua hasil ‘pergaulan’ itu
dipadukan sebagai kesatuan pengamatan menyeluruh. Dengan demikian, pendapat
yang berbeda dalam fikih diasumsikan sebagai bagian-bagian dari pengamatan
yang menyeluruh sehingga saling melengkapi.9
9 Jabbar Sabil, “Pendekatan Sirkuler dalam Kajian Perbandingan Mazhab”, Media
Syari’ah, Vol. 18, No. 1, 2016, hlm 115
91.6.2 Jenis penelitian
Dalam penelitian ini, jenis penelitian menggunakan penelitian hukum
normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau
data sekunder sesuai dengan kebutuhan penelitian.
1.6.3 Sumber data
a. Bahan primer, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terkait dengan
konsep kewarisan, yaitu al-Qur’an dan Hadis, serta pemikiran Muhammad
Shahrur.
b. Bahan sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap
bahan hukum primer, seperti buku karangan Ibnu Rusyd, Bidayatul
Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid. Kemudian buku karangan Wahbah
Zuhaili, al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu, serta beberapa rujukan lain yang
membahas permasalahan kewarisan.
c. Bahan tersier
Bahan tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan
penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari
kamus-kamus, jurnal-jurnal, artikel serta bahan dari internet dengan tujuan
untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.
1.6.3. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan
mengumpulkan, mempelajari, dan menelaah buku-buku serta karya-karya ilmiah
yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
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1.6.4. Metode analisis data
Metode analisa data yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif-
komparatif yaitu metode pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang atau
pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan membanding dua pendapat
yang berbeda. Di sini dua pendapat yang berbeda tersebut adalah pendapat jumhur
ulama dan Muhammad Shahrur terkait dengan masalah pembagian harta warisan
dua banding satu antara laki-laki dan perempuan.
Adapun teknik penulisan skripsi ini penulis pedomani pada buku
PanduanPenulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Negeri (UIN) Ar-
Raniry Darussalam-Banda Aceh Tahun 2013.
1.7. Sistematika Pembahasan
Bab satu. merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan.
Bab dua membahas landasan teoritis pembagian harta warisan dua banding
satu. Pembahasannya meliputi definisi harta warisan, dasar hukum pembagian
harta warisan, pembagian harta warisan dua banding satu.
Bab tiga membahas tentang pembagian harta warisan dua banding satu
dalam perspektif jumhur ulama dan Muhammad Shahrur. Pembahasannya
meliputibiografi Muhammad Shahrur, pendapat jumhur ulama tentang konsep dua
banding satu, pendapat Muhammad Shahrur tentang konsep dua banding satu, dan
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analisis istinbat hukum jumhur ulama dan Muhammad Shahrur terhadap konsep
dua banding satu.
Bab empat, merupakan bab penutup yang di dalamnya hanya berisikan
kesimpulan dan saran.
12
BAB DUA
LANDASAN TEORITIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN
DUA BANDING SATU
2.1. Definisi Harta Warisan
Mawāriṡ jamak dari iraṡ, (irṡ, wirṡ, wiraṡah dan turaṡ, yang dimaknakan
dengan mauruṡ) ialah: “harta peninggalan orang meninggal yang diwarisi oleh
para ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta disebut muwariṡ, sedang yang
berhak menerima pusaka disebut waris.10
Disebut mawariṡ (mufrad bentuk tunggal-nya: miraṡ), karena mengandung
arti sebagai ketentuan yang mengatur peralihan hak dan harta kekayaan yang
ditinggalkan seseorang kepada ahli warisnya setelah yang bersangkutan
meninggal dunia. Dengan penamaan demikian, hukum waris dititik beratkan pada
orang-orang (ahli waris) yang berhak mendapat bagian harta yang ditinggal mati
seseorang.11
Jika yang dititikberatkan adalah harta yang ditinggalkan, maka hukum
waris disebut pula miraṡ atau tirkah, yaitu harta peninggalan, yang dalam bahasa
Indonesia disebut dengan harta pusaka. Kemudian, hukum waris yang disebut
dengan istilah farā’iḍ (dari kata: faraiḍah atau farḍ, artinya kewajiban yang harus
dilaksanakan), karena di dalamnya terdapat bagian-bagian tertentu dari orang-
orang tertentu dan dalam keadaan tertentu pula, yang wajib dibagikan kepada
10 Muhammad Hasbi Ash Shiddiq, Fiqh Mawaris,(Jogjakarta:Pustaka Rizki Putra,
1997).hlm 5.
11Hassan Saleh.Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer.(Jakarta:Raja Grafindo
Persada,2008) Hlm.342.
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orang-orang tertentu. Dalam pengertian ini, hukum waris dititikberatkan pada
bagian-bagian yang harus diterima ahli waris.12
Bila dipahami pengertian harta warisan di atas dapat dikatakan bahwa
harta warisan itu adalah barang-barang, uang yang merupakan kekayaaan atau
barang-barang berharga milik seseorang yang ditinggalkan seseorang kepada
keluarganya atau ahli warisnya, Karena seseorang itu telah meninggal dunia.
Dalil Sunah tentang pentingnya mempelajari dan mengajarkan tentang
faraidh terdapat dalam beberapa hadis, di antaranya hadis diriwayatkan Ibnu
Mas’ud bahwa Rasulullah bersabda:
 : مَّلسو هيَلع ُاللها ىَّلص ِاللها ُلوسر َلاَق » هومِّلعو ضئارَفْلا اومَّلعتو ، سانلا هومِّلعو َنآرُقْلا اومَّلعت
سانلا ،س مْلعْلا َّنِإو ضوبْقم ؤرما ِّنيِإَف اَل ةضيِرَفْلا يف نانْثاْلا فلتخي ىتح نتفْلا رهْظتو ضبْقي
 اهِب يضْقي نم نادِجي » «هجِرخي َْلمو دانسِإْلا حيحص ٌثيدح اَذه
Artinya: Belajarlah dan ajarkanlah ilmu faraidh karena sesungguhnya aku akan
mati, ilmu juga akan dicabut dan fitnah merebak. Dua orang akan
berselisih soal warisan dan mereka tidak menemukan orang yang dapat
menyelesaikan masalahnya.13
Adapun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-bukhari dan Muslim yaitu:
 ضئارَفْلا اوُقحْلَأٍرَكَذ ٍلجر ىَلوَلأ وهَف ىقب امَف اهلهَأِب
Artinya: Sampaikanlah bagian warisan kepada orang yang berhak, dan
kelebihannya berikanlah kepada kalangan kaum adam.14
Manakala seseorang meninggal dunia, maka yang mula-mula harus diurus
dari harta peninggalannya adalah biaya persiapan jenazah dan penguburannya,
12Ibid,. Hlm. 343.
13 Wahbah Zuhaili. Fiqih Imam Syafi’i.(Jakarta: Niaga Swadaya, 2012) .hlm .77.
14Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Ensiklopedia Hadits Shahih Muslim 2
Jilid 4. (Jakarta: Niaga Swadaya, 2012). Hlm. 57.
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kemudian pelunasan hutangnya, lalu penyempurnaan wasiatnya, lantas kalau
masih tersisa harta peninggalannya dibagi-bagikan kepada seluruh ahli
warisnya.15
Menurut pendapat mazhab Hanafi orang-orang yang berhak mendapatkan
harta peninggalan mayit adalah sesuai dengan urutan berikut;
a. Aṣḥābul-Furūḍ
b. Aṣabah an-nasabiyyah
c. Aṣabah as-Şabiyah
d. Radd kepada Aşḥābul-Furūḍ
e. żawul arham (kerabat mayit yang bukan ahli waris)
f. Maulā al-Muwālah
g. Orang yang di ikrarkan memiliki hubungan nasab dengan mayit
h. Penerima wasiat mayit yang melebihi ketentuan sepertiga
i. Baitul Mal.16
Adapun rukun waris adalah:
a. Ahli waris (al-wāriṡ). Yaitu orang yang memiliki hubungan kewarisan
dengan mayit melalui sebab-sebab waris.
b. Pemberi waris (al-muwarriṡ), yaitu orang yang telah meninggal atau yang
dihukumi mati, seperti orang yang hilang dan telah dihukumi mati oleh
pengadilan.
15 Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi. Al-Wajiz.(Jakarta:Pustaka As-Sunnah, 2006).
Hlm 797.
16Sayid Sabiq. Fiqh Sunnah. Hlm .668.
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c. Harta yang diwariskan (al-maurūṡ), disebut juga dengan peninggalan dan
warisan, yaitu semua harta atau hak yang akan dipindahkan kepemilikannya
dari mayit kepada para pewaris.
Pembagian warisan memiliki dua syarat yang dimaksudkan adalah sebagai
berikut:
a. Kematian pemberi waris, baik kematiannya hakiki maupun dihukum mati,
seperti orang yang sudah lama hilang dan dihukum mati oleh hakim.
Keputusan ini menjadikan orang yang hilang sama seperti orang yang mati
secara hakiki atau mati menurut perkiraan, seperti seorang memukul wanita
hamil hingga janinnya terlahir dalam kondisi meninggal, maka janin tersebut
dianggap pernah hidup sekalipun hidupnya belum terwujud.
b. Ahli waris masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, walaupun hidupnya
hanya secara hukum, seperti janin yang masih dalam kandungan. Secara
hukum ia sudah dianggap hidup, kendati mungkin ruhnya belum ditiupkan.
Apabila hidup ahli waris tidak diketahui setelah pewarisnya wafat, seperti
orang tenggelam, tertimpa kebakaran, atau tertimbun reruntuhan bangunan,
maka tidak terjadi waris di antara mereka apabila mereka termasuk orang
yang saling mewarisi. Kemudian harta warisan hanya dibagikan kepada ahli
waris yang masih hidup.17
17 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah,(Jakarta:Al-i’tishom,2008). hlm .662.
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2.2. Dasar Hukum Pembagian Harta Warisan
Ayat Alquran dan sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan
tersebut antara lain sebagai berikut:
Surat An-Nisa ayat 11:
 مُكداَلوَأ يف هَّللا مُكيصوي ◌ۖ ِنييَثنُأْلا ِّظح ُلْثم ِرَكَّذلل ◌ۚ ام اَثُلُث نهَلَف ِنيتنْثا قوَف ًءاسِن نُك ْنِإَف
 كرت ◌ۖفصنلا اهَلَف ًةدحاو تناَك ْنِإو ◌ۚ هَل َناَك ْنِإ كرت امم سدسلا امهنم دحاو ِّلُكل هيوبَألو
 دَلو ◌ۚ ُثُلُّثلا همُألَف هاوبَأ هَثِروو دَلو هَل نُكي مَل ْنِإَف ◌ۚ سدسلا همُألَف ٌةوخِإ هَل َناَك ْنِإَف ◌ۚ نم
 ٍنيد وَأ اهِب يصوي ةيصو دعب ◌ۗ اعْفن مُكَل برْقَأ مهيَأ َنوردت اَل مُكؤانبَأو مُكؤابآ ◌ۚ نم ًةضيِرَف
 هَّللا ◌ۗاميكح اميلع َناَك هَّللا َّنِإ
Artinya: Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian
warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama
dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya
perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua
pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu
seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan).
Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta
yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan
dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat
sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka
ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas)
setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar)
hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak
mengetahui siapa di anatara mereka yang lebih banyak manfaatnya
bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah maha mengetahui,
mahabijaksana.
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Surat An-Nisa ayat 12:
 دَلو نهَل نُكي مَل ْنِإ مُكجاوزَأ كرت ام فصِن مُكَلو ◌ۚ نْكرت امم عبرلا مُكَلَف دَلو نهَل َناَك ْنِإَف
 ◌ۚ ٍنيد وَأ اهِب ينصوي ةيصو دعب نم ◌ۚمُكَل نُكي مَل ْنِإ متْكرت امم عبرلا نهَلو دَلو ◌ۚ َناَك ْنِإَف
 متْكرت امم نمُّثلا نهَلَف دَلو مُكَل ◌ۚ ٍنيد وَأ اهِب َنوصوت ةيصو دعب نم ◌ۗ ُثروي ٌلجر َناَك ْنِإو
 سدسلا امهنم دحاو ِّلُكلَف تخُأ وَأ خَأ هَلو ٌةَأرما ِوَأ ًةَلاَلَك ◌ۚاَك ْنِإَف مهَف كلَٰذ نم رَثْكَأ اون
 ثُلُّثلا يف ُءاَكرش ◌ۚ راضم ريَغ ٍنيد وَأ اهِب ٰىصوي ةيصو دعب نم ◌ۚ هَّللا نم ًةيصو ◌ۗ ميلع هَّللاو
ميلح
Artinya: Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan
oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-
istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari
harta yang ditinggalkannya sesudah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat
atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat
harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu
mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta
yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau
(dan setelah) dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik
laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak
meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu)
atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari
kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara
seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang
sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah
dibayar hutangnya dengan tidak memenyusahkan (kepada ahli waris).
(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar
dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.18
2.3. Harta Tirkah (Harta Peninggalan)
Kematian seseorang sering berakibat timbulnya silang sengketa di
kalangan ahli waris mengenai harta peninggalannya. Dalam hukum Islam,
pembagian harta warisan telah diatur dalam ilmu faraid. Dalam ilmu ini telah
diatur siapa saja yang berhak menerima harta warisan dan berapa kadarnya.
18 Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam,(Jakarta: Sinar Grafika,
2009). hlm. 12.
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Seseorang, jika senang menerima harta warisan, maka ia hendaklah juga
mau merugi. Artinya, ia diberi harta warisan, karena ia rela membantu si mayit di
masa hidupnya atau mau membantu keluarga yang ditinggalkannya. Dengan
demikian berarti, selain antara ahli waris dapat saling mewarisi, juga saling
memperhatikan nasib temannya. Begitulah antara lain filosofis hukum mawaris.19
Namun hal seperti itu tidak mungkin terjadi dalam masyarakat yang masih
rendah pengetahuan dan kesadaran hukumnya. Seorang anggota ahli waris bisa
jadi hanya berambisi untuk mengeruk keuntungan dari kematian saudaranya,
tanpa mau tahu dengan penderitaan saudaranya itu di masa hidupnya atau nasib
keluarga yang ditinggalkannya. Bahkan kadang-kadang ada yang memperebutkan
harta peninggalan seseorang. Akibatnya, pergaulan yang dulu erat, sekarang
menjadi renggang bahkan ada yang putus sama sekali.20
Dalam literatur fikih dari berbagai mazhab; mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i
dan Hanbali bahwa yang dimaksud dengan tirkah pada dasarnya secara umum
adalah segala apa yang ditinggalkan oleh si mayit berupa harta yang telah bersih
dari hak orang lain, dan berupa hak yang bernilai harta. Dalam pelaksanaan
farā̉iḍ, sebelum harta dibagi antara ahli waris si mayit, lebih dulu diperhitungkan
ongkos-ongkos pengurusan jenazah.21
Menurut Ali Aṣ-Ṣabūni tirkah sama artinya dengan maurūṡ yaitu sesuatu
yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa uang, atau hak-
hak materi lainnya. Dalam pengertian yang cukup populer dikalangan jumhur
19Satria Effendi M.Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,(Jakarta:Prenada
Media, 2004), hlm 233
20Ibid,.
21Ibid, hlm .238.
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ulama, tirkah yaitu apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, yang
mencakup harta benda maupun hak-hak keuangan, termasuk hutang pewaris dan
juga peninggalan yang digunakan untuk biaya pengurusan mayat dan pelaksanaan
wasiat. Sedangkan maurūṡ hanya terbatas pada sisa harta setelah dikeluarkan
untuk biaya pengurusan mayat, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.22
Masing-masing mazhab tersebut sepakat bahwa suatu hak yang tidak
menyangkut dengan harta, tidak termasuk kategori tirkah. Misalnya hak untuk
menjadi wali nikah bukan merupakan tirkah yang dapat diwarisi. Berpindahnya
hak mewakilkan seorang wanita kepada wali berikutnya disebabkan wafatnya wali
yang lebih akrab, bukan karena dianggap sebagai tirkah, tetapi karena hubungan
nasab perwalian yang telah diatur secara ketat dalam bab munakahat.23
Dengan demikian, tirkah mencakup empat hal berikut:
a. Kebendaan, berupa benda-benda bergerak dan benda-benda tetap.
b. Hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan, seperti hak monopoli untuk
mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan, sumber air minum, dan
lain sebagainya. Termasuk juga hak kemanfaatan, seperti memanfaatkan
barang yang disewa dan dipinjam. Hak yang bukan kebendaan, seperti hak
syuf‘ah (hak beli yang diutamakan untuk salah seorang anggota serikat atau
tetangga atas tanah, pekarangan atau lain sebagainya yang dijual oleh anggota
serikat yang lain atau tetangganya), dan hak khiyār, seperti khiyā al- syaraṭ.
c. Sesuatu yang dilakukan oleh mayit sebelum ia meninggal dunia, seperti
khamar yang telah menjadi cuka setelah ia wafat, dan jerat yang
22 Muchit A. Karim. Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di
Indonesia.(Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012) hlm .114.
23Ibid, hlm 239
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menghasilkan binatang buruan, setelah ia meninggal dunia. Keduanya dapat
diwariskan kepada ahli waris si mayit.
d. Diyat (denda) yang dibayarkan oleh pembunuh yang melakukan pembunuhan
karena khilāf. Hal ini sesuai dengan pendapat yang lebih kuat; memasukkan
diyat ke dalam kepemilikan mayit sebelum matinya.
Apabila seseorang meninggal dunia, tentunya tidak terlepas dari apakah si
mayit mempunyai tirkah atau tidak. Seandainya ia mempunyai tirkah, maka tirkah
tersebut berkaitan erat dengan lima hal berikut:
a. Biaya-biaya perawatan mayit.
b. Hak-hak yang berkaitan dengan harta waris.
c. Hutang mursalah.
d. Wasiat.
e. Harta waris.24
2.4. Pembagian Harta Warisan Dua Banding Satu
Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu, sejumlah
harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih.
Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah
harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang
24 Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Hukum Waris, (Jakarta: Senayan Abadi
Publishing, 2001), hlm.67.
21
pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si
peninggal waris.25
Hak-hak yang harus didahulukan sebelum para waris menerima bagiannya
ada dua, yang dilaksanakan secara tertib (berurut), yaitu sebagai berikut:
Hak yang pertama, tajhiz ialah segala yang diperlukan oleh seorang yang
meninggal sejak dari wafatnya sampai kepada menguburnya, seperti belanja,
memandikannya, mengkafankannya, menguburkannya dan segala yang diperlukan
sampai diletakkannya ke tempat yang terakhir. Hak ini yang harus diambil dari
jumlah tarikah sebelum diambil hak-hak yang lain.26
Dalam mengeluarkan belanja-belanja ini, haruslah dituruti apa yang
dipandang ma’ruf oleh agama, yakni tanpa berlebih-lebihan dan tanpa pula terlalu
menyedikitkan. Hal ini berbeda-beda menurut keadaan orang yang meninggal itu.
Keperluan ini didahulukan atas membayar hutang, walaupun hutang yang
berpautan dengan sesuatu benda, seperti hutang orang yang menggadaikan
barangnya.27
Apabila orang yang meninggal tidak mempunyai harta maka tajḥiz-nya itu
dipikul oleh kerabat-kerabat yang wajib menafkahinya. Jika tidak ada yang wajib
menafkahinya, atau ada, tetapi fakir, maka tajḥiz-nya dipikul oleh baitul mal.
Kalau baitul mal tidak dapat mengeluarkan keperluan tajhiz-nya, maka wajiblah
dipikul oleh hartawan Islam dan menjadi farḍu kifāyah terhadap mereka.28
25 Rosnidar sembiring. Hukum Keluarga.(Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016) hlm. 196.
26Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Fiqh Mawaris.(Semarang: Pustaka Rizki
Putra, 2010).Hlm.13.
27Ibid,.
28Ibid,. Hlm. 14.
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Hak yang kedua, hutang yang harus dibayar oleh orang yang meninggal.
Untuk keperluan membayar hutang diambil dari tirkah, sesudah dipotong untuk
keperluan tajḥiz. Menurut pendapat jumhur fukaha, bahwasanya hutang kepada
Allah tidaklah gugur, karena orang yang belum membayar hutangnya meninggal
dan wajiblah hutang itu ditunaikan sebelum menunaikan wasiatnya, walaupun
tidak diwasiatkan untuk membayarnya.29
Dengan demikian hak-hak yang harus didahulukan sebelum para waris
menerima haknya masing-masing (harta warisan), harus memenuhi kewajiban si
mayit terdahulu sebelum menerima harta si mayit. Setelah itu barulah seluruh
harta peninggalan pewaris dibagikan kepada para ahli warisnya sesuai ketetapan
Al-quran, Sunah, dan kesepakatan para ulama (ijmak). Dalam hal ini dimulai
dengan memberikan warisan kepada aṣḥab al-furūḍ (ahli waris yang telah
ditentukan besar bagiannya).
Hak waris anak perempuan seorang adalah seperdua. Allah berfirman,
“Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah
(harta yang ditinggalkan),”(QS.An-Nisa [4]:11).Dia mendapatkan dua pertiga
apabila mereka berjumlah dua atau lebih. Allah berfirman “jika anak itu semuanya
perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua, pertiga dari
harta yang ditinggalkan” (QS.An-Nisa [4]: 11).30
Terkadang anak perempuan mendapatkan sisa karena ahli waris lainnya
(‘aṣhabah bi ghairih) yaitu anak laki-laki. Maka, anak laki-laki memperoleh dua
kali lipat bagian anak perempuan. Allah berfirman, ”Allah mensyariatkan
29Ibid,.Hlm. 15
30 Wahbah zuhaili. Fiqih Imam Syafi’i. Hlm. 102.
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(mewajibkan) kepada kalian tentang (pembagian warisan untuk) anak-anak kalian,
yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak
perempuan.” (QS.An-Nisa [4]: 11).31
Dalam ayat ini Allah menyampaikan wasiat yang mewajibkan kepada
kaum muslimin yang telah mukalaf untuk menyelesaikan harta warisan bagi anak
yang ditinggalkan oleh orang tuanya, baik mereka laki-laki atau perempuan.
Apabila ahli waris itu terdiri dari anak-anak laki-laki atau perempuan, maka
berikan kepada yang laki-laki dua bagian dan kepada yang perempuan satu
bagian. Adapun hikmah anak laki-laki mendapat dua bagian, karena laki-laki
memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan nafkah istrinya serta
anaknya, sedang perempuan hanya memerlukan biaya untuk diri sendiri. Adapun
jika ia telah menikah maka kewajiban nafkah itu ditanggung oleh suaminya.
Karena itu wajarlah jika ia diberikan satu bagian.32
Dari perincian di atas, diketahui bahwa anak perempuan tidak pernah
menghabiskan semua harta. Paling banyak hanya memperoleh 1/2  dari jumlah
harta. Berbeda dengan laki-laki, apabila tidak ada waris yang apabila anak laki-
laki lebih dari seorang maka dibagi rata di antara mereka.33
Pembagian kewarisan Islam yang dalam kasus-kasus tertentu berdasarkan
pertimbangan dua banding satu untuk ahli waris laki-laki dan ahli waris
perempuan, kini sering dipertanyakan. Gugatan semacam ini, sesungguhnya
bukanlah hal yang baru mengingat, sejak di masa-masa awal Islam sesungguhnya
31 Ibid, hlm. 103.
32Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid II.( Jakarta: Lentera Abadi, 2010)
Hlm. 124.
33Ibid,. Hlm. 125.
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pernah “dipertanyakan” oleh sebagian sahabat Nabi Saw., paling tidak melalui
perantaraan istri Rasulullah.34
Mereka yang mempermasalahkan perimbangan waris Islam 2:1, sangat
setuju untuk mengubah metode perimbangan ini menjadi 1:1, sebagaimana
layaknya sistem hukum kewarisan Barat dan sebagian hukum kewarisan adat.
Maksudnya, seorang anak perempuan harus mendapatkan bagian sama dengan
bagian anak laki-laki; demikian pula halnya dengan bagian istri yang harus sama
besar dengan bagian suami, serta bagian ibu yang juga harus sama banyak dengan
bagian ayah. Begitulah seterusnya, termasuk bagian saudara perempuan yang
harus sama dengan bagian saudara laki-laki, serta bagian cucu perempuan yang
harus juga sama dengan bagian cucu laki-laki.35
Pemikiran untuk mengubah pertimbangan kewarisan dari 2:1 menjadi
1:1ini memang terkesan filosofis dan kelihatan lebih adil daripada perimbangan
2:1. Redaksi ayat نييَثنُأْلا ِّظح ُلْثم ِرَكَّذلل, jelas menunjukkan arti bahwa bagian anak
laki-laki, sama atau sebanding dengan bagian dua orang anak perempuan. Kalau
Allah bermaksud memberikan kemungkinan pengubahan perimbangan kewarisan
ini menjadi 1:1, maka redaksinya tentu akan menjadi lain.36 Ahli waris anak-anak
yang terdiri atas laki-laki dan perempuan merupakan jenis dari ‘aṣabah bi
ghairih.
Kata ‘aṣabah dalam bahasa Arab berarti kerabat seseorang dari pihak
bapak. Disebut demikian, dikarenakan mereka yakni kerabat bapak menguatkan
34 Muhammad Amin Suma, Keadilan Hukum Waris Islam, hlm 69.
35 ibid., hlm. 70.
36 ibid, hlm. 77.
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dan melindungi. Sedangkan ashabah menurut istilah para fukaha ialah ahli waris
yang tidak disebutkan banyaknya bagian di dalam Alquran dan Sunah dengan
tegas. Sebagai contoh, anak laki-laki, cucu laki-laki keturunan anak laki-laki,
saudara kandung laki-laki dan saudara kandung laki-laki seayah, dan paman
(saudara kandung ayah).37
Jadi, ‘aṣabah adalah semua ahli waris yang tidak mempunyai bagian tetap
dan tertentu, baik yang diatur dalam Alquran maupun hadis. Mereka terdiri atas:
a. Anak laki-laki
b. Anak laki-lakinya anak laki-laki (cucu laki-laki dari anak laki-laki)
c. Saudara sekandung
d. Saudara seayah
e. Saudaranya ayah sekandung
Kekerabatan di antara mereka adalah kuat karena mereka diturunkan
melalui garis ayah bukan dari garis ibu. Sebaliknya, keturunan yang berasal dari
ibu melemahkan kerabat, seperti saudara laki-laki seibu.38
‘Aṣabah bi ghairih adalah setiap orang perempuan yang memerlukan
orang lain untuk menjadikan ‘aṣabah dan bersama-sama menerima ‘uṣbah.
Mereka terdiri atas empat orang wanita yang farḍ. Mereka mendapat 1/2 bila
tunggal dan 2/3 bila lebih dari seorang. Keempat orang wanita tersebut adalah:
a. Anak perempuan kandung menjadi ‘aṣabah bersama anak laki-laki kandung.
37 Muhammad Ali Al-Sabouni, Pembagian Waris Menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani
Press, 2001) hlm. 60.
38 Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) hlm. 76.
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b. Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan) menjadi ‘aṣabah
bersama anak laki-lakinya, baik tingkatannya sama atau lebih rendah (urutan
ke bawah), jika tidak ada ahli waris lainnya.
c. Saudara perempuan sekandung menjadi ‘aṣabah bersama saudara laki-laki
sekandung.
d. Saudara perempuan seayah menjadi ‘aṣabah bersama saudara laki-laki
seayah.39
Wujud keadilan Allah dalam hukum waris bahwa sesungguhnya Allah
Swt. sendiri yang telah menentukan pembagian waris dan tidak menyerahkan
kepada seorang pun dari makhluk-Nya. Walaupun mereka bermaksud hendak
merealisasikan keadilan, tapi mereka tidak akan sanggup mendatangkan semacam
pembagian yang adil, karena mereka tidak mengetahui kedudukan orang tua dan
anak-anaknya, dan mereka tidak dapat mendeteksi siapa di antara mereka (orang
tua atau anak-anaknya) yang lebih memberi manfaat.40
Syariat Islam telah meletakkan aturan dan hukum mengenai harta benda
dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Agama Islam menetapkan hak milik
seseorang atas harta, baik laki-laki atau perempuan melalui jalan syarak, seperti
perpindahan hak milik laki-laki dan perempuan di waktu masih hidup ataupun
perpindahan harta kepada para ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Islam
tidak mendiskriminasi antara hak anak kecil dan orang dewasa.41
39 Dian Khairul Umam, Fiqh Mawaris, hlm. 88
40 Muhammad Ali as-Shabuni. Hukum Waris Dalam Syari’at Islam. (Bandung:
Diponegoro, 1992) hlm. 32.
41 Ibid, hlm. 39.
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Kitabullah yang mulia telah menerangkan hukum-hukum waris dan
ketentuan masing-masingahli waris secara gamblang, dan tidak membiarkan atau
membatasi bagian seseorang dari hak kewarisannya. Al-quran karim dijadikan
sandaran hukum dan neracanya. Hanya sebagian kecil saja (perihal hukum waris)
yang ditetapkan dengan sunah dan ijma’. Di dalam syari’at Islam tidakdijumpai
hukum-hukum yang diuraikan oleh Al-quran karim secara jelas dan terperinci
sebagaimana hukum waris. Begitu tingginya nilai hukum waris ini, sehingga
kitabullah yang mulia menerangkan hukum-hukumnya secara khusus, terang dan
tegas.42
Hikmah yang terkandung dalam syariat Islam yang membedakan
kewarisan laki-laki dari perempuan atau bagian laki-laki dua kali lipat bagian
perempuan antara lain:
a. Nafkah perempuan telah ada yang menanggung, yaitu: anak laki-laki, ayah,
saudara laki-laki dan keluarganya laki-laki yang lain, yang wajib memberi
nafkah kepadanya.
b. Perempuan tidak dituntut memberi nafkah kepada siapa pun, sedangkan laki-
laki dituntut menanggung nafkah sanak keluarganya dan orang lain yang
menjadi kewajibannya.
c. Kewajiban mengeluarkan nafkah bagi laki-laki lebih banyak macamnya dan
tugas kewajibannya berkenaan dengan materi lebih vital, sehingga
kebutuhannya terhadap harta lebih besar dibandingkan dengan perempuan.
42 Ibid, hlm 39
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d. Laki-laki dituntut untuk memberi mahar kepada istrinya serta memberikan
sandang, pangan dan papan bagi istri dan anak-anaknya.
e. Biaya sekolah anak, ongkos pengobatan anak, istri dan sebagainya menjadi
tanggung jawab laki-laki (suami), tidak menjadi kewajiban perempuan.43
Dalam pembinaan hukum waris dalam Islam berdasarkan asas-asas
tersebut di atas dipertimbangkan kesejahteraan hidup antara laki-laki dan
perempuan, kesejahteraan hidup dalam keluarga dan kesejahteraan hidup dalam
masyarakat.
Dalam masalah kesejahteraan yang berhubungan pertanggungjawaban
antara laki-laki dengan perempuan, Islam memandang bahwa kewajiban nafkah
terhadap keluarga dan terhadap istri serta anak adalah kewajiban suami/ayah (laki-
laki). Demikian pula seorang perempuan yang tidak bersuami menjadi kewajiban
ayah atau kewajiban saudara-saudara yang laki-laki, sebab kewajiban pihak laki-
laki untuk membimbing pihak perempuan, karena sifat laki-laki melebihi sifat
perempuan dalam fisik pada umumnya dan kewajiban mereka memberikan
nafkah. Artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh
karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain
(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan harta mereka.44
Islam menetapkan kewajiban memberi nafkah anak dibebankan kepada
pihak bapak dan pengganti bapak. Oleh karena itu bagian laki-laki lebih besar dari
43 Ibid, hlm 22-23
44Ismail Muhammad Syah. Filsafat Hukum Islam. Hlm. 234.
29
bagian perempuan adalah hal yang seimbang sehubung dengan perbandingan
kewajiban laki-laki terhadap kewajiban perempuan.45
Dalam kasus-kasus tertentu yang illatnya bisa berbeda dalam pertanggung-
jawaban laki-laki dan wanita, ulama dapat berijtihad menetapkan hukum sesuai
dengan illatnya, dengan menggunakan metode istiḥsān atau al-istiṣlāḥ, akan tetapi
tidak menghilangkan atau membatalkan ketentuan-ketentuan pokok sesuai dengan
kaidah umum yang sesuai dengan norma-norma yang umum tentang hak dan
kewajiban laki-laki serta hak dan kewajiban perempuan. Dalam kehidupan
keluarga, Islam memandang bahwa bagian harta peninggalan kepada yang berhak
mewarisi dalam rangka mewujudkan hubungan kasih sayang antar keluarga serta
untuk menanggung dan saling menolong dalam kehidupan sesama keluarga.
Karena itu dalam pembagian harta peninggalan itu harus didasari dengan
keimanan kepada Allah seperti termaktub di dalam Al-quran, dengan pembagian
harta peninggalan tersebut yang berdasarkan ajaran Allah akan digunakan untuk
memenuhi kewajiban material antar keluarga.
Karena itu pembagian harta warisan dalam Islam tidak hanya ditujukan
kepada seseorang tertentu dari keluarga tanpa memberi kepada anggota keluarga
yang lain dan tidak pula diserahkan kepada negara padahal ada anggota keluarga.
Maka pembagian waris dalam Islam untuk mewujudkan kemaslahatan anggota
keluarga di dalam hidup bermasyarakat.46
Aturan tentang kewarisan dalam syariah berdasarkan prinsip bahwa harta
peninggalan yang dimiliki almarhum yang meninggal harus dibagikan kepada
45Ibid,.
46 Ibid,. Hlm 235
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keluarga berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan yang
mempunyai hak yang paling kuat untuk dimanfaatkan, dan dalam proporsi
kekuatan hak secara berurutan. Orang yang meninggal dunia bisa jadi
meninggalkan ahli waris lebih dari satu orang yang hubungannya dekat yang
sangat sulit dipisahkan dari yang lain, di mana haknya juga sama dengan yang
lain.47
Di masa Jahiliyah, harta waris tidak diberikan kepada kaum perempuan
dan anak-anak dari orang yang meninggal. Karena menurut mereka, hanya orang
yang pergi ke medan perang untuk mempertahankan yang berhak mendapatkan
warisan. Sejauh kaum perempuan diperhatikan, maka kaum perempuan dianggap
harta milik oleh keluarga suaminya. Si perempuan ini harus dimasukkan ke dalam
harta milik sepeninggal suaminya. Di masa umat Islam hijrah ke Madinah, hukum
warisan ini didasarkan pada hubungan keislaman. Orang Islam dari Madinah
dapat mewarisi harta peninggalan saudaranya yang dari Mekah yang beragama
Islam sampai turun surat al-Anfal (8) ayat 75 yang mengubah peraturan kewarisan
yang berdasarkan persaudaraan Islam keturunan garis kekerabatan dalam Islam.48
Pembagian ini bertujuan mengubah satu sistem pembagian warisan yang
semata-mata berdasarkan keturunan laki-laki, yang dengan dasar itu laki-laki
hanya mewarisi, utamanya untuk kepentingan kerabat perempuan terdekat,
suami/istri, dan juga demi kepentingan ayah (keturunan lain). Ayah yang
dikualifikasi berdasarkan garis keturunan laki-laki juga perlu untuk dilindungi
dari tersisihkan oleh keturunan laki-laki yang ada, tetapi ia diutamakan
47 Ibid,hlm 99
48 Ibid, hlm 99
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sebagaimana pada keturunan perempuan. Hak istri, dan juga kerabat perempuan
dari pihak garis keturunan laki-laki, juga perlu dilindungi dari terhalangnya
mendapat bagian dengan adanya keturunan ke bawah, tetapi lebih lanjut bapak
diutamakan dari keturunan perempuan ke bawah.
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BAB TIGA
PEMBAGIAN HARTA WARISAN DUA BANDING SATU DALAM
PERSPEKTIF JUMHUR ULAMA DANMUHAMMAD SHAHRUR
3.1. Biografi Jumhur Ulama
Mulai awal abad 2 Hijriyah sampai pertengahan abad 4 Hijriyah (mulai
dari akhir Dinasti Bani Umayyah sampai masa puncak kejayaan Dinasti
Amawiyah) merupakan masa berkembangnya Sunah dan fikih. Periode ini
mencapai masa yang pantas disebut dengan aktivitas, masa yang memiliki
superioritas dan masa kematangan dalam berpikir (pemikiran); masa yang
memiliki wawasan keilmuan yang luas dan kajian yang bermanfaat yang
mendalam dan produktif.48
Persaingan diranah fikih cukup tajam, namun di landasi oleh motivasi
obyektif, ijtihad mutlak dan kebebasan yang bertanggungjawab. Masa yang
memiliki pandangan dan menghasilkan ilmu-ilmu Alquran, pembukuan sunah,
ilmu-ilmu kalam, linguistik, ilmu-ilmu fikih. Kelahiran pakar qiraah, pakar hadis,
teologi dan fikih. Sehingga munculnya beberapa imam mujtahid, yang pendapat-
pendapat mereka dibukukan sebagai mazhab dan dipanuti banyak orang, dan oleh
mayoritas atau jumhur ulama Islam mereka diakui bahkan dijadikan acuan dalam
berijtihad dan rujukan dalam berfatwa.49
Jumhur ulama yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah.
Hanafiyah, nama Imam Hanafi adalah Nu’man bin Tsabit bin Zauthi (80-150H).
Ia adalah pendiri mazhab Hanafiyah yang berasal dari Kufah dan merupakan
48Abbas Arfan, Geneologi Pluralitas Mazhab Dalam Hukum Islam. (Malang, UIN
Malang Pers, 2008). Hlm. 173.
49Ibid.,
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bangsa Persia. Ia mengalami masa Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyyah. Ada
yang mengatakan kalau ia termasuk kalangan tabi’in, tetapi ada juga yang
mengatakan termasuk tabi’ tabi’in.50
Mazhab ini diawali oleh Imam Abu Hanifah yang dikenal sebagai Imam
ahli rakyu serta fikih dari Irak yang banyak dikunjungi oleh berbagai ulama di
zamannya. Mazhab Hanafi dikenal banyak menggunakan rakyu, kias, dan
istiḥsān. Dalam memperoleh suatu hukum yang tidak terdapat di dalam nas,
kadang-kadang ulama mazhab ini meninggalkan kaidah kiyas dan menggunakan
kaidah istihsan. Alasan, kaidah kiyas tidak dapat diterapkan dalam menghadapi
kasus tertentu. akan tetapi ia mendahulukan kiyas apabila menemui hadis ahad.51
Di samping itu, mazhab Hanafi juga dilestarikan oleh murid Imam Abu
Hanifah lainnya, yaitu Imam Abu Yusuf yang dikenal juga sebagai peletak dasar
ushul fiqh mazhab Hanafi. Ia menuliskannya antara lain dalam kitab al-Kharāj,
Ikhtilāf Abi Ḥanifah wa Ibn Abi Lailā, dan kitab-kitab lainnya yang tidak dijumpai
lagi saat ini.52
Malikiyah, namanya adalah Malik bin Anas bin Abi Amir Al-Ashbahi (93-
179 H). Ia dilahirkan pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dan
meninggal di Madinah pada masa Khalifah Al-Rasyid. Ia tidak pernah melakukan
perjalanan keluar dari Madinah. Sebagaimana Abu Hanifah, Imam Malik juga
hidup pada masa pemerintahan Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyyah.53
50Abdul Majid Khon. Ikhtisar Tarikh Tasyri’.(Jakarta: Amzah,2013) hlm 132
51Ibid,.
52Ibid,. hlm 134
53Ibid,.
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Imam Malik berguru kepada ulama Madinah. Dalam jangka waktu yang
cukup panjang, ia berguru langsung kepada Abdurrahman Hurmuz. Ia juga
menimba ilmu kepada Nafi’  (maula Ibnu Umar) dan Ibnu Syihab Al-Zhuhri.
Guru fikihnya adalah Rabi’ah bin Abdurrahman yang dikenal luas oleh ulama
sezamannya sebagai seorang pakar hadis dan fiqh terkemuka, sekaligus tokoh dari
kalangan ahli hadis. Buku fiqh mazhab Malik yang terkenal adalah kitab Al-
Mudawwanah yang diriwayatkan oleh Al-Shanun dan Al-Qasim dari Malik. Ia
menyusun kitab Al-Muwaththa’ dan dalam penyusunannya menghabiskan waktu
empat puluh tahun. Selama jangka waktu itu, ia menunjukkannya kepada tujuh
puluh orang ahli fiqh Madinah.54
Syafi’iyah, namanya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-
Abbas bin Ustman bin Syafi’ Al-Syafi’I. Ia dilahirkan di Gaza Asqasalan pada
tahun 150 dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Dari segi ayahnya, ia
merupakan keturunan Bani Muthalib yang ke delapan. Sementara itu dari segi
ibunya, ia berasal dari Yaman.55
Hanabillah, pendiri mazhab ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal bin Hilal
Al-Dzuhali Al-Syaibani Al-Marwazi Al-Baghdadi. Ia dilahirkan pada tahun 164
dan wafat pada 241 Hijriah. Ia mendengar hadis dari para tokoh yang sejajar
dengan Hasyim dan Sufyan bin Uyainah. Iya banyak mengambil hadis dan
menghafalnya, sehingga terkenal sebagai pakar hadis pada masanya.56
Dasar mazhab Hanbali adalah Al-quran, Sunah, fatwa sahabat, ijmak,
kiyas, istisḥāb, al-maṣlaḥah al-mursalah, dan sadd al-żarā’i‘ (menutup
54Ibid,. hlm 135
55Ibid,. hlm 136
56Ibid,. hlm 137
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kemungkinan bahaya). Imam Ahmad mengarang kitab Al-Musnad yang memuat
lebih dari empat puluh ribu hadis. Ia memiliki kekuatan hafalan yang luar biasa. Ia
menggunakan hadis mursal dan hadis dhaif yang derajatnya meningkat menjadi
hadis hasan.57
3.2. Biografi Muhammad Syahrur
Muhammad Syahrur adalah seorang pemikir liberal yang memiliki nama
lengkap Muhammad Syahrur al Deib. Lahir pada tanggal 11 April 1938 M di
Dasmaskus, Syria. Ayahnya bernama Deib Ibnu Aib Shahrur. Ia mengawali
pendidikannya pada sekolah dasar dan menengah di lembaga pendidikan al-Midan
yang dipimpin oleh Abdurrahman Al Kawakibi di pinggiran kota selatan
Damaskus. Pada tahun 1957 ia mendapatkan beasiswa dari pemerintah Suriah dan
dikirim ke Saratow, dekat Moskow Rusia untuk melanjutkan studi dalam bidang
teknik sipil hingga tahun 1964.58
Syahrur adalah pemikir muslim yang dibesarkan dalam kajian keilmuan
eksakta, ia tidak pernah belajar ilmu keislaman secara intensif. Pendidikan dasar
dan menegah ia jalani di lembaga pendidikan Abdurrahman al-Kawakibi, sebuah
lembaga yang berada di tanah kelahirannya. Syahrur lalu melanjutkan
pendidikannya di Saratow, Uni Soviet, di mana ia menekuni bidang teknik sipil
diploma-(handasah al-madāniyah) atas beasiswa pemerintah setempat. Syahrur
menyelesaikan pendidikan diplomanya selama lima tahun. Pada 1964 ia meraih
gelar diploma. Selain menekuni bidang teknik sipil di Moskow, Syahrur juga
57Ibid,. 138
58Muhammad Syahrur, Prinsip dan Hermeneutika Al-Qur’an, (yogyakarta. eLSAQ Press,
2004)hlm 319
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menekuni bidang filsafat dan linguistik serta mencoba merambah ke wilayah studi
Alquran dan keislaman.59
Setelah menyelesaikan pendidikan diplomanya di Moskow, Syahrur
kembali ke Syiria pada 1964 dan mengajar di Fakultas Teknik Sipil Universitas
Damaskus. Pada tahun 1967 ia diberi kesempatan untuk melakukan penelitian di
Imperial College, London Inggris. Akan tetapi Syahrur harus kembali ke Syiria,
(Juni 1967) karena terjadi peperangan antara Syiria dan Israel yang
mengakibatkan hubungan diplomatik antara Syiria dengan Ingggris terputus.60
Sepuluh tahun kemudian (1968) ia dikirim kembali untuk belajar ke luar negeri,
saat itu ia belajar di University College di Dublin untuk memperoleh gelar MA.
dan Ph.D. di bidang mekanika tanah dan teknik pondasi hingga tahun 1972.
Kemudian diangkat sebagai Profesor jurusan teknik sipil di Universitas Damaskus
(Tahun 1972-1999).61
Pada tahun 1995, Syahrur diundang untuk menjadi peserta kehormatan dan
ikut terlibat dalam debat publik mengenai pemikiran Islam di Libanon dan
Maroko. Pada awalnya Syahrur memang lebih menekuni pendidikan teknik,
namun pada perkembangannya, ia mulai tertarik pada kajian-kajian keislaman,
terutama sejak dia berada di Dublin Irlandia (1970-1980). Sejak saat itulah
Syahrur mulai mengkaji Alquran secara lebih serius dengan pendekatan teori
59Ibid,.
60 Azhari Andi dkk,Reinterpretasi Sunnah(studi pemikiran Muhammad Syahrur terhadap
sunnah),Jurnal Living Hadis,volume 1, nomor 1, Mei 2016, hlm. 82.
61Muhammad Syahrur, Prinsip dan Hermeneutika Al-Qur’an, (yogyakarta. eLSAQ Press,
2004)hlm 319
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linguistik, filsafat, dan sains modern. Syahrur bahkan kemudian menulis beberapa
buku dan artikel tentang pemikiran keislaman.62
3.3. Pendapat Jumhur Ulama Tentang Konsep Dua Banding Satu
Pembagian warisan yang telah disepakati ada dua, yaitu al-farḍ (bagian
yang telah ditentukan oleh alquran, hadis atau dengan ijmak) dan ‘aṣabah
(perolehan hak yang telah disisakan atau sisa dari hasil yang telah dibagikan).
Kadang-kadang seseorang mewarisi dengan al-farḍ saja, yaitu enam pihak: ibu,
nenek, suami, istri, dan saudara seibu (laki-laki dan perempuan),  dengan bagian-
bagian yang ditentukan dalam alquran ada enam, yaitu setengah, seperempat,
seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam. Ada juga yang mewarisi
dengan ‘aṣabah saja, mereka adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-
laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, paman dari pihak ayah
(sekandung dan seayah), anak laki-laki dari saudara laki-laki (sekandung dan
seayah), anak laki-laki dari paman dari pihak ayah (sekandung dan seayah), tuan
laki-laki dan perempuan yang memerdekakan budak.63 Kadang-kadang mewarisi
dengan al-farḍ, atau dengan ‘aṣabah, karena keduanya itu tidak bisa digabungkan.
Mereka adalah empat kelompok dari perempuan, yaitu anak perempuan, cucu
perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, dan saudara
perempuan seayah. Jika masing-masing dari perempuan-perempuan itu bersama
dengan laki-laki dari kelompoknya, maka perempuan itu mewarisi dengan
62 Ibid,. Hlm. 95.
63Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu,(Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 371.
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‘aṣabah bersama dengan laki-laki dari kelompoknya itu, yaitu laki-laki
mendapatkan bagian dua kali perempuan. Jika kelompok itu tidak bersama dengan
laki-laki, maka dia mewarisi dengan al-farḍ. Di samping itu saudara-saudara
perempuan sekandung dan seayah mendapatkan warisan ashabah dengan anak
perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.64
Menurut jumhur ulama (Malikiyyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah) dalam
pembagian warisan 2:1, mereka berpendapat bahwa anak perempuan kandung
mempunyai tiga keadaan: pertama, ½ untuk satu anak perempuan, jika dia
sendirian, tidak bersama anak laki-laki, tetapi bersama orang-orang yang ahli
waris ‘aṣabah dengannya. Seperti dalam kasus ayah dan seorang anak
perempuan, maka anak perempuan mendapatkan bagian 1/2, sedangkan ayah
mendapatkan dengan cara farḍ dan ‘aṣabah.
Kedua, 2/3 untuk dua orang atau lebih anak perempuan, jika mereka tidak
bersama dengan anak laki-laki, tetapi bersama ahli waris ‘aṣabah, seperti ayah.
Dalam kasus bersama ayah, maka ayah mendapatkan sisa dengan cara bagian (al-
fard) dan ashabah, sedangkan dua orang anak perempuan atau lebih mendapatkan
2/3.
Ketiga, ‘aṣabah bi ghair, yaitu dengan anak laki-laki, maka anak laki-laki
mengambil dua lipat bagian perempuan. Sebagai contoh, seorang anak laki-laki
dan seorang anak perempuan. Keduanya mendapatkan tirkah dengan syarat laki-
64Ibid,.
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laki mendapatkan dua kali lipat anak perempuan, yaitu laki-laki mendapatkan 2/3
sedangkan perempuan mendapatkan 1/3.65
Contoh kasus
Seseorang wafat Meninggalkan satu anak laki-laki dan dua anak
perempuan
Satu anak laki-laki Memperoleh 1/2 dari harta warisan
Dua anak
perempuan
Mendapatkan masing-masing 1/4 dari harta warisan
Seseorang wafat Meninggalkan anak perempuan, ibu dan paman
Anak perempuan Memperoleh  1/2 dari harta warisan.
Ibu Memperoleh 1/6 berdasarkan furudh.
Paman Mendapatkan sisanya, ‘ashabah.
Seseorang wafat Meninggalkan 2 anak perempuan, istri, dan paman.
Dua anak
perempuan
Memperoleh 2/3 bagian berdasarkan ketentuan furudh.
Istri Mendapatkan 1/8 bagian berdasarkan ketentuan furudh.
Paman Mendapatkan sisanya ‘ashabah.
Seseorang wafat Meninggalkan ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak
perempuan
Ayah Memperoleh 1/6 bagian berdasarkan ketentuan furdh.
Ibu Memperoleh 1/6 bagian berdasarkan ketentuan furudh.
Anak laki-laki dan
anak perempuan
Mendapatkan sisanya sebagai ‘ashabah dengan
ketentuan bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian
perempuan.
Jumhur ulama berpendapat bahwa cucu perempuan dari anak laki-laki
mempunyai enam keadaan. Tiga keadaan pertama seperti keadaan anak
perempuan, dan tiga keadaan berbeda dengan anak perempuan. Pertama, setengah
untuk seorang cucu perempuan dari anak laki-laki yang sendirian ketika tidak ada
anak perempuan, anak laki-laki atau yang setara dengannya. Sebagaimana dalam
contoh ayah, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak
65Ibid,. hlm 398
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laki-laki mendapatkan setengah, ibu seperenam, sedang sisanya untuk ayah
dengan cara farḍ dan ‘aṣabah.
Kedua, dua pertiga untuk dua orang cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih
ketika tidak ada anak perempuan, anak laki-laki atau orang yang setara dengan
mereka. Orang yang mati meninggalkan ayah, dua orang cucu perempuan dari
anak laki-laki mendapatkan dua pertiga sementara sisanya untuk ayah.
Ketiga, ‘aṣabah dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki yang setingkat
dengannya. Laki-laki mendapatkan dua kali lipat perempuan, sehingga cucu
perempuan dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, keduanya mendapatkan semua
tirkah.
Keempat, seperenam untuk seseorang atau lebih bagi cucu perempuan dari anak
laki-laki, jika bersama dengan seorang anak perempuan untuk menyempurnakan
bagian dua pertiga. Cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan seperenam
sebagai penyempurna dua pertiga.
Kelima, cucu perempuan dari anak laki-laki terhijab oleh anak laki-laki. Dalam
kasus anak laki-laki, dan seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, maka anak
laki-laki mendapatkan semua tirkah dengan cara ‘aṣabah. Sementara, cucu
perempuan dari anak laki-laki tidak mendapatkan apa-apa. Keenam cucu
perempuan dari anak laki-laki terhijab dan gugur karena dua orang anak
perempuan atau lebih yang sekandung, kecuali jika bersamanya atau yang di
bawah tingkatannya ada anak laki-laki. Maka, anak laki-laki itu mendapatkan
waris dengan cara ‘aṣabah bersama cucu perempuan dari anak laki-laki tersebut.
Sedang sisanya pada saat itu, adalah untuk mereka, di mana laki-laki
mendapatkan dua kali lipat perempuan. Dalam kasus ayah, ibu, dua orang anak
perempuan, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, masing-masing dari ayah
dan ibu mendapatkan seperenam, dua orang anak perempuan dua pertiga, cucu
perempuan dari anak laki-laki tidak mendapatkan apa-apa, sebab dua orang anak
perempuan telah menghabiskan bagian mereka. Jika bersama cucu perempuan
dari anak laki-laki ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, masing-masing dari cucu
laki-laki itu mewarisi ‘aṣabah bersama cucu perempuan dari anak laki-laki.66
66 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, hlm. 399.
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Contoh kasus
Seseorang wafat Meninggalkan cucu perempuan dari anak laki-laki, dan
saudara kandung laki-laki
Cucu perempuan Mendapatkan ½  harta warisan.
Saudara kandung
laki-laki
Memperoleh sisanya ashabah.
Seseorang wafat Meninggalkan 2 cucu perempuan dari anak laki-laki,
istri, dan paman
Dua cucu perempuan Memperoleh 2/3 dari harta warisan.
Istri Memperoleh 1/8 harta warisan.
Paman Memperoleh sisanya ‘aṣabah.
Seseorang wafat Meninggalkan kakek, ibu, cucu laki-laki dari anak laki-
laki, dan cucu perempuan dari anal laki-laki.
Kakek Memperoleh 1/6 dari harta warisan.
Ibu Memperoleh 1/6 dari harta warisan.
Cucu laki-laki dan
cucu
Perempuan
Mendapatkan sisanya, ‘aṣabah dengan ketentuan bagian
laki-laki adalah dua kali lipat  bagian perempuan.
Sedangkan saudara perempuan sekandung mempunyai lima keadaan:
pertama, seorang saudara perempuan sekandung memperoleh ½ bagian jika tidak
ada saudara laki-laki. Kedua jika seseorang wafat meninggalkan dua orang atau
lebih saudara perempuan sekandung, maka akan memperoleh 2/3 bagian warisan
berdasarkan ketentuan furuḍ. Ketiga saudara perempuan sekandung akan
memperoleh ‘aṣabah jika terdapat anak kandung perempuan si mayit. Keempat
saudara perempuan sekandung akan memperoleh ‘aṣabah jika terdapat cucu
perempuan dari anak laki-laki. ‘aṣabah dalam kondisi seperti ini dinamakan
ta’ṣib (‘aṣabah) ma’a ghair. Kelima saudara perempuan sekandung mendapat 1/3
jika terdapat saudara laki-laki sekandung, dan saudara laki-laki sekandung
mendapatkan dua kali bagian perempuan.67
67 Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, Hukum Waris, hlm 207
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Contoh kasus
Seseorang wafat Meninggalkan suami dan saudara kandung perempuan
Suami Memperoleh ½ bagian berdasarkan ketentuan furūḍ
karena si mayit tidak memiliki anak
Saudara perempuan
sekandung
Memperoleh ½ bagian (furūḍ)
Seseorang wafat Meninggalkan 3 saudara kandung perempuan, 2 saudara
perempuan seibu, dan ibu
3 saudara kandung
perempuan
Memperoleh 2/3 bagian berdasarkan ketentuan furūḍ
2 saudara perempuan
seibu
Memperoleh 1/3 bagian berdasarkan ketentuan furūḍ
Ibu Memperoleh 1/6 bagian berdasarkan ketentuan furūḍ
karena terdapat saudara-saudara si mayit
Seorang wanita wafat Meninggalkan suami, anak perempuan, saudara
perempuan sekandung
Suami Memperoleh ¼ bagian berdasarkan ketentuan furūḍ
karena si mayit memiliki ahli waris furū‘
Anak perempuan Memperoleh ½ bagian (furūḍ)
Saudara perempuan
sekandung
Memperoleh sisa warisan (‘aṣabah ma’a ghair) bersama
ahli waris lainnya
Seseorang wafat Mininggalkan saudara kandung laki-laki dan saudara
kandung perempuan
Saudara kandung laki-
laki
Memperoleh 2/3 bagian (‘aṣabah)
Saudara kandung
perempuan
Memperoleh 1/3 bagian (‘aṣabah)
Saudara perempuan seayah mempunyai lima keadaan, di antaranya adalah
lima keadaan yang dimiliki saudara perempuan sekandung: pertama, setengah
untuk seorang dari mereka jika sendirian tanpa orang setara dengannya.
Sementara, dia tidak bersama dengan saudara laki-laki seayah atau saudara
perempuan sekandung, seperti dalam kasus warisan suami, seorang saudara
perempuan seayah, masing-masing mendapatkan setengah.
Kedua, dua pertiga untuk dua orang atau lebih ketika tidak ada saudara
laki-laki seayah atau saudara-saudara perempuan sekandung, sebagaimana
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keadaan saudara-saudara perempuan sekandung, seperti saudara-saudara laki-laki
seibu, dua orang saudara perempuan seayah. Maka, saudara laki-laki seibu
mendapatkan bagian sepertiga, dua orang saudara perempuan seayah
mendapatkan dua pertiga.
Ketiga, seperenam untuk seorang dari mereka bersama dengan saudara
perempuan sekandung, demi menyempurnakan dua pertiga. Jika saudara
perempuan seayah tidak bersama dengan saudara laki-laki seayah yang ashabah
dengannya, sebagaimana dalam kasus warisan istri, seorang saudara perempuan
sekandung, seorang saudara perempuan seayah, maka untuk istri seperempat,
saudara perempuan sekandung mendapatkan bagian setengah, saudara perempuan
seayah seperenam, sisanya dikembalikan kepada dua orang saudara perempuan.
Keempat, saudara perempuan seayah memperoleh ashabah ma’al ghair
jika terdapat anak perempuan si mayit atau cucu perempuan dari anak laki-laki
atau kedua-duanya secara bersamaan. Jika seperti ini, saudara perempuan seayah
akan memperoleh sisa warisan, setelah terlebih dahulu dibagikan kepada ashabul
furudh. Jika seluruh harta warisan telah dibagikan kepada ashabul furudh, saudara
perempuan seayah tidak akan memperoleh warisan.
Kelima, terhijab dari mendapatkan warisan, saudara perempuan seayah
terhalang, sebagaimana saudara perempuan sekandung terhalang karena adanya
ahli waris anak (anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki meskipun ke
bawah). Saudara perempuan seayah lebih dihalangi oleh:
a. Saudara laki-laki sekandung, seperti ahli waris terdiri atas suami,
seorang saudara laki-laki sekandung dan seorang saudara
perempuan seayah.
b. Dua orang seorang perempuan sekandung atau lebih, seperti ahli
waris terdiri atas suami, dua orang saudara perempuan sekandung,
dan seorang saudara perempuan seayah kecuali jika bersama
saudara perempuan seayah ada ahli waris yang mewarisi ashabah
dengannya, yaitu saudara laki-laki seayah. Jika yang bersama
dengannya adalah saudara yang dinamakan saudara yang diberkahi
maka dia bersama saudaranya itu mengambil harta yang tersisa
dari ashabul furudh, laki-laki mendapatkan dua bagian anak
perempuan.
c. Saudara perempuan sekandung jika dia menjadi ashabah dengan
ahli waris lain, seperti ahli waris seorang anak perempuan, saudara
perempuan sekandung, dan seorang saudara perempuan seayah.
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d. Saudara perempuan seayah gugur oleh kakek.68
Contoh kasus
Seseorang wanita
wafat
Meninggalkan suami dan saudara perempuan seayah
Suami Memperoleh 1/2 bagian berdasarkan ketentuan furūḍ
karena si mayit tidak memiliki ahli waris furū‘
Saudara perempuan
seayah
Memperoleh ½ bagian berdasarkan ketentuan furūḍ
Seseorang wafat Meninggalkan 4 saudara perempuan seayah dan paman
Empat saudara
kandung perempuan
seayah
Memperoleh 2/3 dari harta warisan.
Paman Memperoleh sisanya, ‘aṣabah.
Seseorang wafat Meninggalkan saudara kandung perempuan, saudara
perempuan seayah
Saudara kandung
perempuan
Memperoleh ½ bagian berdasarkan ketentuan furūḍ
Saudara perempuan
seayah
Memperoleh 1/6 bagian sebagai penyempurna 2/3
bagian
Seseorang wafat Meninggalkan saudara seayah dan anak laki-laki dari
paman (sepupu)
Saudara seayah Memperoleh 1/2  dari harta warisan.
Anak laki-laki dari
paman
Memperoleh sisanya, ‘aṣabah.
Seseorang wafat Meninggalkan saudara laki-laki seayah dan saudara
perempuan seayah
Saudara laki-laki
seayah dan saudara
perempuan seayah
Harta warisan menjadi milik mereka berdua sebagai
‘aṣabah dengan ketentuan bagian laki-laki adalah dua
kali lipat bagian perempuan
Setelah dicermati beberapa contoh di atas, dapat diklarifikasikan dalam tiga
kelompok. Pertama, bagian setengah dari harta warisan berdasarkan furūḍ.
68 Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu,. Hlm 406
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Kedua, dua pertiga dari harta warisan. Ketiga, bagian warisan dengan ‘aṣabah bi
ghairi.69
Dari contoh pembagian warisan di atas dapat disimpulkan bahwa menurut
pendapat jumhur ulama, anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan.
Jika terdapat satu anak laki-laki dan dua anak perempuan, maka satu anak laki-
laki mendapat 1/2 dari harta warisan, sedangkan dua anak perempuan mendapat
masing-masing1/4. Jika hanya terdapat satu anak laki-laki (semata wayang) maka
ia mendapatkan seluruh dari harta warisan. Adapun hak waris anak perempuan
semata wayang adalah seperdua, sedangkan dua orang atau lebih adalah dua
pertiga. Allah berfirman, “jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia
memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan) “(QS.an-Nisa [4]:11). Dia
mendapatkan dua pertiga apabila mereka berjumlah dua atau lebih. Allah
berfirman, “ jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua,
maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, (QS an-Nisa [4]:
11). Terkadang anak perempuan mendapatkan sisa karena ada ahli waris lainnya
(‘aṣabah bi ghairi) yaitu anak laki-laki, maka anak laki-laki memperoleh dua kali
lipat bagian anak perempuan. Allah berfirman, “Allah mensyariatkan
(mewajibkan) kepada kalian tentang (pembagian warisan untuk) anak-anak kalian,
(yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak
perempuan, (QS. An-Nisa [4]: 11).70
Dalam kitab al-Muwụṭta’,  Imam Malik Ibn Anas  mengatakan jika mereka
meninggalkan anak laki-laki dan perempuan, laki-laki memperoleh porsi dua
69 Muhammad Thaha Abul Ela khalifah, Hukum waris pembagian Warisan Berdasarkan
Syariat Islam (solo: tiga Serangkai, 2007) hlm 409-412
70Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’I, hlm 102
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orang perempuan, dan jika perempuan jumlahnya lebih dari dua orang, mereka
memperoleh 2/3 dari warisan tersebut. Jika hanya ada satu orang anak perempuan,
ia memperoleh setengah. Jika ada orang lain yang berbagi karena hutang piutang
misalnya dengan anak-anak, dan di antara anak-anak ada yang laki-laki, maka si
penghitung memulainya dengan orang yang memiliki bagian. Apa yang tertinggal
setelah itu dibagikan kepada anak-anak menurut warisan yang mereka terima.71
Ketika tidak ada anak, cucu dari anak laki-laki memiliki posisi yang sama
dengan anak, maka cucu laki-laki dari anak laki-laki seperti anak laki-laki dan
cucu perempuan dari anak laki-laki seperti anak perempuan. Maka cucu menerima
warisan sebagaimana anak menerima warisan, dan cucu beralih sebagaimana anak
beralih. Jika keduanya, anak dan cucu ada, dan ada anak laki-laki di antara anak-
anak tersebut, maka cucu dari anak laki-laki tidak memperoleh bagian warisan.72
Jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup di antara anak-anak, dan
ada dua atau lebih anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki tidak
memperoleh bagian warisan, kecuali ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jika
ada yang tersisa, mereka membaginya di antara mereka, dan laki-laki memperoleh
dua kali orang perempuan. Jika tidak ada yang tersisa, maka mereka tidak
memperoleh apa-apa.73
Jika satu-satunya keturunan adalah anak perempuan, ia memperoleh
setengah, dan jika ada satu atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki, mereka
memperoleh 1/6. Jika ada cucu laki-laki yang posisinya sama dengan cucu
71 Ibn  Anas Imam Malik penerjemah Dwi Surya Atmaja, Al-Muwatta’, (jakarta, raja
Grafindo Persada, 1999) hlm 266
72Ibid,.
73Ibid,.
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perempuan dari anak laki-laki dalam hubungannya dengan si mayit, maka cucu
perempuan dari anak laki-laki tidak memperoleh 1/6.74
Jika ada kelebihan setelah warisan dibagikan kepada orang-orang yang
berhak, kelebihan itu diberikan kepada keturunan laki-laki dan orang-orang yang
posisinya sama dengannya, dan keturunan perempuan melalui anak laki-laki yang
berada di atasnya, yang laki-laki memperoleh dua bagian perempuan. Seseorang
yang hubungannya lebih jauh dari cucu melalui dari anak laki-laki tidak
memperoleh apa-apa.75
3.4. Pendapat Muhammad Syahrur Tentang Konsep Dua Banding Satu
Menurut Syahrur, Allah menunjukkan bahwa jatah laki-laki menjadi dua
kali lipat jatah perempuan dalam satu kasus saja yaitu ketika adanya dua
perempuan berbanding dengan satu laki-laki; dalam pengertian bahwa terdapat
jumlah objektif (mauḍū‘i) bukan jumlah hipotesis (iftirāḍi) untuk menyatakan
jumlah satu laki-laki dan dua perempuan. Hal ini berarti bahwa dalam wilayah
himpunan jatah laki-laki adalah dua kali lipat jatah perempuan ketika jumlah
perempuan dua kali lipat jumlah laki-laki.76
Dalam hal ini Syahrur memperhatikan dua hal. Pertama, jumlah
perempuan berubah dan berganti, kedua jatah laki-laki tidak mencapai dua kali
lipat jatah perempuan, karena jika ditentukan harta warisan bagi empat anak,
misalnya, yang terdiri dari satu laki-laki dan tiga perempuan, tentulah jatah laki-
laki mencapai 33,33% dari harta peninggalan, dan jatah perempuan, masing-
74 Ibid,. Hlm 267
75Ibid,.
76Muhammad Syahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, hlm 342
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masing adalah 66,66% : 3 = 22,22%. Jika ditentukan, misalnya, harta waris bagi
enam anak yang terdiri dari satu laki-laki dan lima perempuan, tentulah laki-laki
akan mendapat jatah sebesar 33,33%, kenyataan ini memperkuat pendapat syahrur
bahwa jatah laki-laki sebesar dua kali lipat jatah perempuan hanya pada satu kasus
saja, bukan pada seluruh kasus sebagaimana yang dianggap oleh para ahli fiqih
dalam aplikasi hukum fiqih selama ini. Di sini syahrur menganggap bahwa 2:1
hanya berlaku pada satu laki-laki dengan dua perempuan atau lebih. 77
Dalam hal ini Syahrur menganggap bahwa ayat waris ini menjelaskan
bahwa batasan maksimal yang berlaku bagi laki-laki dan batasan minimal yang
berlaku bagi perempuan. Artinya laki-laki tidak bisa lebih dari dua dan perempuan
tidak bisa kurang dari satu. Sehingga dalam keadaan tertentu, laki-laki dan
perempuan akan bisa memperoleh posisi yang sama dalam pembagian harta
warisan dalam kondisi bersamaan. Konkretnya, jika beban ekonomi keluarga
sepenuhnya atau 100% ditanggung pihak laki-laki, sedangkan pihak perempuan
sama sekali tidak terlibat 0%, dalam kondisi ini, batasan hukum Allah dapat
diterapkan, yaitu memberikan dua bagian kepada laki-laki dan satu bagian bagi
perempuan.78
Dari sisi prosentase, bagian minimal bagi perempuan adalah 33,3%,
sedangkan bagian maksimal bagi laki-laki adalah 66,6%. Oleh karenanya, jika
diberi laki-laki sebesar 75% dan perempuan diberi 25%, berarti telah melanggar
batasan yang telah ditetapkan Allah. Namun, jika dibagi 60% bagi laki-laki dan
77Ibid,.
78Muhammad Syahrur, Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer,
(Yogyakarta;Kalimedia,2016) hlm 40
49
40% bagi perempuan, kita tidak melanggar batasan hukum Allah, karena masih
berada di antara batas-batas hukum Allah.79
Dengan mempertimbangkan bahwa Allah telah menetapkan batas
maksimal laki-laki dan batas minimal perempuan, tugas kaum muslimin adalah
berijtihad dengan bergerak di antar batasan-batasan tersebut sesuai dengan kondisi
obyektif yang melingkupinya. Pada saat yang sama, ijtihad dapat menerapkan
prinsip ‘mendekat’ di antara dua batasan tersebut yang dapat diberlakukan hingga
menjadi titik keseimbangan antara keduanya, yakni masing-masing dari laki-laki
dan perempuan menerima 50%.80
Prinsip ini didasarkan atas kondisi pewarisan atau perkembangan latar
historis, atau atas pertimbangan keduanya sekaligus. Di samping itu, penentuan
seberapa dekat prosentase tersebut dapat diterapkan harus didukung oleh data-data
statistik yang lengkap, bukan atas dasar dorongan emosional semata, baik dari
pihak laki-laki maupun perempuan. Dalam kasus ini, sekali lagi, tampaklah sifat
kepastian Islam dalam penentuan batas-batas hukum sekaligus sifat lentur dalam
gerak ijtihad di antara batasan-batasan tersebut. Ijtihad dalam Islam didasarkan
atas bukti-bukti material yang terperinci dengan selalu mempertimbangkan
kemaslahatan manusia dan menerapkan prinsip kemudahan bagi masyarakat,
bukan atas dasar emosi atau pendapat seseorang. Dengan ungkapan lain, fiqih
Islam selamanya tidak boleh dibangun atas dasar teks hasil susunan ulama fiqih
79Ibid,.
80 Ibid ,. Hlm 41
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yang sudah terbakukan selama ratusan tahun. Jika demikian halnya, Islam akan
kehilangan karakter kelenturannya.81
Di sini Syahrur menyatakan jika seseorang melontarkan pertanyaan: dari
mana anda tahu bahwa 33,3% adalah batas minimal bagi perempuan dan 66,6%
adalah batas maksimal bagi laki-laki, dan bahwa prinsip yang harus diterapkan
dalam ijtihad hukum di antara batas-batas tersebut adalah prinsip mendekat bukan
menjauh? Jawaban pertanyaan ini terdapat pada karakter fitrah manusia,
sebagaimana dalam firman-Nya: “maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus
kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan
manusia menurut fitrah itu.82
Tidak ada perubahan pada fitrah Allah (itulah agama yang lurus; tetapi
kebanyakan manusia tidak mengetahui” [al-Rum:30]. Pada satu sisi, jika kita
menguji prinsip ini dengan menanyakan pada satu juta orang muslim yang
memang mengetahui tentang ayat waris ini, dan pada sisi lain kita tanyakan pada
satu juta orang-orang yang sama sekali tidak mengetahui kaedah-kaedah waris
Islam, bagaimana kecenderungan pemecahan masalah waris dalam kasus
tersebut.83
Dengan memperhatikan tema itu hudud dalam firman Allah tersebut di
atas, dapat dipahami bahwa dalam redaksi ayat “dan jika anak itu semuanya
perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang
ditinggalkan”, Allah menetapkan bahwa prinsip ini berlaku pada kondisi ketika
pihak penerima waris hanya terdiri jenis kelamin perempuan saja dan diandaikan
81 Ibid,. Hlm.41.
82Ibid,.
83 Ibid,.
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mereka sama sekali tidak dibebani bentuk tanggungjawab ekonomi apapun.
Dalam kondisi ini, mereka tidak diperbolehkan mengambil lebih kecil dari dua
pertiga bagian harta waris. Kita juga mendapati batas minimal bagi perempuan
dalam redaksi ayat: “ jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh
separuh harta.” Ayat ini menunjukkan batas minimal bagi hak waris perempuan
jika ia berposisi sebagai satu-satunya orang tua.84
Batas minimal dan maksimal bersamaan juga tercantum dalam surat An-
Nisa’ ayat 3. Ayat ini berisi penjelasan tentang batas maksimal dan batas minimal
dalam hal jumlah perempuan yang boleh dinikahi, yaitu dalam firman-Nya “ dan
jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim
(bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu
senangi: dua,tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku
adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” [an-Nisa: 3].85
Analisis Syahrūr mengenai batas minimal kelompok wanita sebesar 33,3%
dan batas maksimal kelompok laki-laki sebesar 66,6% hanya terjadi dalam satu
kasus saja yaitu jika adanya jumlah dua wanita berbanding dengan satu laki-laki.
Ini melalui kajian linguistik terhadap firman Allah Swt. al-Nisā’ [4]: 11, “Yūṣīkum
Allāh fī ’awlādikum”. Kata kerja waṣā dalam bahasa Arab menuntut adanya
obyek tertentu, yaitu hal-hal yang diwasiatkan. Oleh karena itu, menurut dia,
wasiat itu mengandung dua hal. Pertama, orang yang dibebani wasiat (maḥal al-
waṣiyyah) adalah seluruh manusia yang dipahami dari Q.s. al-Nisā’ [4]: 1. Kedua,
84Ibid,. hlm 42
85 Ibid,.
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Q.s. al-Nisā’ [4]: 11, 12) menjelaskan tentang sasaran wasiat (mawḍū‘ al-
waṣiyyah), yaitu warisan bagi anak-anak dan bagian masing-masing.86
Yang menjadi indikasi sasaran wasiat seperti di atas adalah kata-kata
dalam Q.s. al-Nisā‘ [4]: 11 “…fī awlādikum. Kata al-walad” di atas maknanya
adalah seluruh manusia yang dilahirkan mencakup laki-laki dan perempuan.
Sedangkan kata fī bermakna memberikan penegasan posisi wasiat dalam
kehendak Tuhan. Oleh karena itu, menurut Shahrūr, dalam membahas persoalan
wasiat ini membutuhkan pembahasan yang serius mengenai pembatasan antara
orang yang dibebankan berwasiat dengan sasaran wasiat ini.87
Analisis bahasa terhadap Q.s. al-Nisā’ [4]: 11, “…li al-żakar mitṡhl hażż
al-unṡhayayn…”, yakni penempatan kata al-dżakar di awal ketimbang al-unṡhā
dikarenakan posisi al-dhakar sebagai variabel pengikut (tābi‘). Sebaliknya, kata
al-unthā disebutkan dengan jumlah satu sampai tidak terhingga karena posisinya
sebagai variabel pengubah (mutaḥawwil). Kata al-dżakar memiliki makna jenis
kelamin laki-laki, baik itu sudah dewasa ataupun belum dewasa (masih anak-
anak). Kata ḥażż menunjukkan arti bagian harta (jatah) yang diterima dari
warisan, kemudian ḥażż ini merupakan jatah yang obyektif, yakni bukan
ditentukan oleh manusia tetapi ditentukan oleh Allah Swt. sendiri (di luar
kehendak manusia). 88
Mengenai kata al-unṡhā memiliki makna jenis kelamin wanita baik sudah
dewasa atau belum dewasa (masih anak-anak). Menurut Syahrūr, maksud dari
86Faisar Ananda Arfa & Muhammad Syahrial. “Hermeneutika Muhammad Syahrur Dan
Implikasinya Terhadap Istinbat Al-Ahkam Dalam Persoalan Wanita (Analisis Pemikiran
Syahrur)”, jurnal Ahkam, Vol XIII No. 1, Januari 2013, hlm 122
87Ibid,.
88Ibid,.
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Q.s. al-Nisā’ [4]: 11, “...li al-żakar mithl ḥażż al-’unṡhayayn...” adalah jatah
(ḥażż) laki-laki menjadi dua kali lipat jatah (ḥażż) wanita dalam satu kasus saja,
yakni ketika adanya dua wanita berbanding satu laki-laki, dalam pengertian bahwa
terdapat jumlah obyektif bukan jumlah hipotesis untuk menyatakan jumlah satu
laki-laki dan dua wanita. Ini dapat dipahami bahwa kelompok laki-laki mendapat
dua kali lipat jatah kelompok wanita jika jumlah wanita dua kali lipat jumlah laki-
laki. Dari penjelasan di atas, batas minimal kelompok wanita sebesar 1/3 dari
harta warisan, berdasarkan firman Allah Q.s. al-Nisā’ [4]: 11, “...li al-żakar mithl
ḥażż al-’unṡhayayn” dipahami oleh Syahrūr bahwa jumlah ahli warisnya terdiri
atas satu orang anak laki-laki dan dua orang anak wanita.89
Batas minimal bagi kelompok wanita sebesar 2/3 atau 66,66% dari harta
peninggalan, ini landasannya firman Allah Swt. Q.s. al-Nisā’ [4]: 11, “...fa in
kunna nisā’a fawq ithnatayn falahunn thulutha-n mā tarak”. Dari ayat ini Syahrūr
memahami prinsip ini berlaku jika hanya terdiri atas jenis wanita saja atau jika
wanita tersebut tidak dibebani ekonomi keluarga sama sekali, maka tidak boleh
kurang dari 2/3. Dalam menentukan batas minimal bagi kelompok wanita sebesar
2/3 harta peninggalan ini juga dilakukan analisisnya dengan kajian linguistik
semantik. Huruf in dalam bahasa Arab berfungsi sebagai persyaratan (al-
ṡarṭiyyah), yakni ada persyaratan tertentu sehingga kelompok wanita mendapat
minimal 2/3 dari harta warisan yaitu lebih dari 2, yakni 3, 4, dan seterusnya.90
89Ibid,.
90 Ibid,. Hlm 122
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Syahrur telah menjelaskan di muka bahwa Allah telah menetapkan dalam
ayat-ayat waris tiga macam kasus. Pertama (li adh-dhakari mithlu haẓẓi al-
unthayayni) pewarisnya terdiri dari tiga anak, yaitu seorang laki-laki dan dua
orang perempuan. Hukumnya adalah setengah bagian bagi anak laki-laki dan
seperempat bagian bagi setiap saudara perempuannya. Ini adalah pendapat Ibn
Abbas. Dalam kasus ini, secara kolektif, jatah kelompok laki-laki sama dengan
jatah kelompok perempuan. Tetapi jatah setiap anggota dalam kelompok laki-laki
tidak saama dengan jatah setiap anggota pada pihak perempuan. Contoh kedua,
pewarisnya terdiri dari seorang laki-laki dan tiga perempuan atau lebih (3,4,5...
dan seterusnya). Dalam kasus ini, secara kolektif, jatah kelompok laki-laki adalah
sepertiga dan jatah kelompok perempuan adalah 2/3. Jatah setiap anggota pihak
laki-laki tidak sama dengan jatah setiap anggota pihak perempuan. Hukum
pembagiannya adalah sepertiga bagi laki-laki dan dua pertiga bagi saudara
perempuan yang dibagikan kepada mereka masing-masing sama rata. Contoh
ketiga, pewarisnya terdiri dari dua anak, satu laki-laki dan satu perempuan.
Hukumnya adalah bahwa harta waris dibagi dua sama rata bagi mereka. Dalam
kasus ini, secara kolektif jatah kelompok laki-laki sama dengan jatah kelompok
perempuan, dan jatah setiap anggota pihak perempuan sama dengan jatah setiap
anggota pihak laki-laki.91
91 Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, Muhammad Syahrur, hlm 352
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3.5. Analisis Istinbath Hukum Jumhur Ulama dan Muhammad Syahrur
Terhadap Konsep Dua Banding Satu
Dalam memahami redaksi ayat tersebut, jumhur ulama menggunakan
pendekatan bayāni,92 yakni menjelaskan maksud suatu pembicaraan dengan
menggunakan lafẓ yang paling baik (komunikatif).93 Al-Syâfi‘î meletakkan al-
uṣūl al-bayānîyyah sebagai faktor penting dalam aturan penafsiran wacana.94
Metode analisis bayânî bertumpu pada pemahaman makna lafẓ sebagai bahan
perumusan pesan-pesan yang dikemukakan suatu lafẓ. Secara umum metode
analisis bayânî ada empat macam. Pertama, dilihat dari perspektif kedudukan lafẓ
(al-waḍ‘). Metode analisis ini sesuai bentuk dan cakupan maknanya seperti liż
żakari miṡl ḥażżil unṡayain = bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua
anak perempuan, lafẓ ini menunjukkan bahwa bentuk dan cakupan maknanya
sesuai. Hal ini berkaitan dengan ini penggunaan analisis lafẓ al-amr dan nahy, al-
’ām dan khāṣṣ, mutlaq dan muqayyad, serta lafẓ musytarak.95 Kedua, dilihat dari
perspektif penggunaan lafẓ (al-isti‘māl). Metode analisis ini sesuai dengan
maksud pembicara dalam menyampaikan pembicaraannya, seperti maksud ayat di
atas, lafẓ dan maknanya tidak berubah karena sudah ditetapkan, yaitu jika terdiri
dari anak laki-laki dan anak perempuan maka laki-laki mendapatkan dua bagian
perempuan, maksud dari dua bagian tersebut tidak boleh diubah lagi, karena
92 Ahli usul al-fiqh memberikan pengertian bahwa bayan adalah upaya menyingkap
makna dari suatu kalam serta menjelaskan secara terinci hal-hal yang tersembunyi dari
pembicaraan tersebut kepadapara mukallaf.
93 Afifi Fauzi, Integrasi Pendekatan Bayani, Burhani dan Irfani Dalam Ijtihad
Muhammadiyah (majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah), Jurnal Ahkam, Vol. XII No. 1
Januari 2012. Hlm 52
94Ibid,.
95Ibid,.
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maksud dari lafẓ tersebut sudah sesuai dalam penyampaiannya. Hal ini berkaitan
dengan penggunaan kaidah analisis ḥaqîqî dan majâzî, ṣarîḥ dan kināyah harus
diperhatikan.96
Ketiga, dilihat dari perspektif derajat kejelasan suatu lafẓ (darajat al-
wuḍūḥ) yaitu kejelasan dari dua kali bagian lafẓ tersebut sudah jelas bahwa dua
kali bagian tidak menggunakan kata yang samar (yang tidak bisa dipahami). Dan
keempat, dilihat dari perspektif dilālah (kandungan makna) suatu lafẓ (ṭarîqah al-
dilālah) seperti makna yang terkandung dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa
dua perempuan mendapatkan satu bahagian dari pada anak laki-laki, demikian
pula dengan satu anak laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan. Hal ini
digunakan analisis dengan melihat konteks, sehingga dapat dibedakan menjadi:
dilāla al-‘ibārah, dilāla al-isyârah, dilâla al-naṣṣ, dan dilâlah al-
iqtidhâ’.97Demikianlah pendekatan yang digunakan oleh jumhur ulama dalam
menganalisis ayat tersebut dengan menggunakan pendekatan bayani (pemahaman
makna lafzh).98
Berbeda dengan  Syahrur, ia mengistinbatkan hukum dengan berbagai
teori inovatif dan revolusioner dalam hukum Islam. Syahrur berpendapat bahwa
peradaban sekarang lebih maju, kaum muslim modern memiliki perangkat analisis
yang lebih lengkap dan lebih baik untuk memahami makna wahyu daripada para
pendahulunya. Di sini Syahrur memperluas inti persoalan dari teorinya, yang
disebut dengan theory of  limits atau teori batas-batas hukum (ḥudūd).99
96Ibid,.
97 Ibid,. Hlm 53
98Ibid,.
99Ibid,.
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Theory of limits atau teori ḥudūd merupakan salah satu kontribusi original
Syahrur dalam survei selama lebih kurang 20 tahun (1970-1990) ketika dia
menulis buku al-Kitab wa al-Qur’ān. Bagian ini menjelaskan tentang “teori
batas”(naẓariyyah al-ḥudūd) yang dipakai oleh Syahrur dalam merespons problem
kontemporer, terutama yang terkait dengan masalah hukum.100
Teori batas ini mempunyai kontribusi besar bagi perkembangan
metodologi penafsiran alquran, khususnya yang terkait dengan ayat-ayat hukum.
Di antara kontribusi tersebut adalah: pertama, dengan teori ḥudūd, ayat-ayat
hukum yang selama ini dianggap telah final dan pasti tanpa ada alternatife
pemahaman lain (qat‘i al-dilālah), ternyata memiliki kemungkinan untuk
diinterprestasikan secara baru dan Syahrur mampu menjelaskannya secara
metodologis dan mengaplikasikannya dalam penafsirannya melalui pendekatan
matematis (al-mafhūm ar-riyaḍi). Kedua, dengan teori ḥudūd, seorang mufassir
mampu menjaga sakralitas teks, tanpa harus kehilangan kreativitasnya dalam
melakukan ijtihad untuk membuka kemungkinan interpretasi, sepanjang masih
berada dalam wilayah batas-batas hukum Allah (ḥudūd Allāh).101
Teori batas dapat digambarkan sebagai berikut: perintah Tuhan yang
diungkapkan dalam al-quran dan sunah mengatur ketentuan-ketentuan yang
merupakan batasan terendah (al-hadd al-adnā) dan batas tertinggi (al-hadd al-a
‘lā) bagi seluruh perbuatan manusia. Batas terendah mewakili ketetapan hukum
minimum dalam sebuah kasus hukum, dan batas tertinggi mewakili batas
maksimumnya. Tidak ada suatu bentuk hukum yang lebih rendah dari batas
100Abdul Mustaqim. Epistimologi Tafsir Kontemporer. Hlm. 186
101Ibid,. Hlm 187.
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minimum atau lebih tinggi dari batas maksimum. Ketika batas-batas ini dijadikan
panduan, kepastian hukum akan terjamin sesuai dengan ukuran kesalahan yang
dilakukan.102
Syahrur mengetengahkan bahwa Allah Swt telah menetapkan konsep-
konsep hukum batas maksimum (a-hadd al a‘lā) dan hukum batas minimum (al
ḥadd al adnā). Model pertama adalah teori minimum, di mana apliksinya dalam
fikih adalah ketentuan hukum minimum yang telah ditentukan oleh alquran.
Dalam hal ini ijtihad manusia tidak memungkinkan untuk mengurangi ketentuan
minimal tersebut, namun memungkinkan untuk menambah. Sebagaimana
tercantum dalam surat an-Nisa’, seperti ibu, adik, dan lain-lain, itu adalah batas
minimumnya tidak boleh dikurang kriteria wanita yang telah disebutkan tersebut,
namun dibolehkan untuk ditambah kriteria yang masuk berdasarkan ijtihad
manusia, misalnya anak paman atau bibi, yang selama ini dibolehkan untuk
dinikahi didasarkan atas pertimbangan maslahah, misalnya alasan medis dan
sebagainya.103
Teori kedua, batas maksimum yaitu batas paling atas atau tinggi yang telah
ditetapkan dan tidak mungkin dilampui, namun memungkinkan untuk
memperingannya. Sebagai contoh, hukuman potongan tangan bagi pencuri.
Hukuman bagi pencuri tidak mungkin diperberat lagi di atas ketentuan potong
tangan. Contoh lain, pada hukuman bunuh pada pembunuh yang disengaja, yang
102Muhammad Syahrur, Hermeneutika Hukum Islam, (yogyakarta: Kalimedia,2016) hlm
6
103Siti Aminah, Teori Hudud dan Penerapannya Terhadap Ayat-Ayat Gender (study kritis
terhadap pemikiran Muhammad Syahrur dalam al-kitab wa al-qur’an qira’ah mu’ashirah) Jurnal
Ummu Qura, Vol III, No.2, Agustus 2013, hlm 69-70
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tidak boleh melampui dengan membunuh pihak-pihak lain seperti keluarga yang
tidak terlibat. Akan tetapi boleh memperingannya dengan persyaratan.104
Teori batas Syahrur mempergunakan Sunah dan alquran. Sunnah dalam
pandangannya, mewakili sebuah model metodologi hukum. Sunah berbeda
dengan alquran, tapi sunnah juga sama dengan alquran. Sunah tidak menyediakan
kasus-kasus hukum spesifik dan konkrit, tetapi lebih menyediakan jalan
metodologi (manhaj) untuk membangun sebuah sistem hukum. Bagian-bagian
sunnah yang demikian adalah kondusif untuk menciptakan metodologi dan teori
batas yang akan diambil sebagai suatu yang sangat relevan.105
Posisi batas minimal dan maksimal, Allah berfirman “Allah mensyariatkan
bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang
anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu
semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta
yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh
separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya
seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai
anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu-
bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.106
Dalam rangka menjadikan hukum Islam sebagai buatan manusia, Syahrur
melahirkan teori ḥudūd. Zaman modern berubah cepat menuntut umat Islam untuk
bergerak dinamis mengikuti perkembangan, tetapi tetap dalam koridor yang
104Ibid,.
105Ibid ., hlm 14
106Muhyar Fanani, Membumikan Hukum Langit,(Yogyakarta ; Tiara Wacana, 2008) hlm
327
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ditetapkan alquran. Teori ḥudūd Syahrur memiliki posisi penting, manusia
diperkenankan bergerak dinamis di antara limit yang ditentukan.107
Dari uraian di atas dapat dismpulkan bahwa konsep 2:1 dalam pembagian
harta warisan menurut jumhur ulama terdapat pada 3 (tiga) kasus yaitu:
a. Anak laki-laki dan anak perempuan
b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak
laki-laki
c. Saudara laki-laki (sekandung/seayah) dan saudara perempuan
(sekandung/seayah)
Sedangkan Muhammad Syahrur melihat konsep 2:1 dalam pembagian
harta warisan ini adalah untuk kelompok bukan untuk per individu.
107Ibid,.
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BAB EMPAT
PENUTUP
1.1. Kesimpulan
Setelah menggambarkan latar belakang, pendekatan metode-metode
tentang konsep dua banding satu dalam pembagian harta warisan menurut jumhur
ulama dan Muhammad Syahrur, maka dalam bab ini penulis menarik kesimpulan
yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dalam
rumusan masalah:
a. Dalam QS. An-Nisa’ ayat 11, jumhur ulama memahami konsep dua
banding satu yaitu bagian laki-laki sama dengan dua bagian perempuan.
Ayat ini mengandung penekanan pada anak perempuan, karena bagian
anak perempuan sebagai ukuran bagian anak laki-laki. ketika si mayit
meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, maka mereka
mengambil semua harta peninggalannya dengan ketentuan anak
perempuan mendapatkan satu bagian dan anak laki-laki mendapatkan dua
bagian anak perempuan.
b. Muhammad Syahrur, memahami ayat warisan sebagai kasus-kasus bukan
sebagai ayat umum, kemudian Syahrur memahami bagian-bagian yang
disebutkan Al-Qur’an adalah untuk kelompok bukan untuk per individu
dan penentu bagian anak adalah anak perempuan (jumlah anak perempuan
sebagai kelompok)
c. Jumhur ulama dan Muhammad Syahrur berselisih paham dalam
memahami surah An-Nisa ayat 11. Sebagaimana jumhur memahami ayat
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tersebut melalui pendekatan bayāni, sedangkan Muhammad Syahrur
melalui teori ḥudūd. Pendekatan bayani yang dimaksudkan oleh jumhur
ulama adalah menjelaskan maksud suatu pembicaraan dengan
menggunakan lafẓ. Pertama, dilihat dari perspektif kedudukan lafẓ (al-
waḍ‘). Metode analisis ini sesuai bentuk dan cakupan maknanya. Kedua,
dilihat dari perspektif dilālah penggunaan lafẓ (al-isti‘māl). Metode
analisis ini sesuai dengan maksud pembicara dalam menyampaikan
pembicaraannya, lafẓ dan maknanya tidak berubah karena sudah
ditetapkan. Ketiga, dilihat dari perspektif derajat kejelasan suatu lafẓ
(darajat al-wuḍūḥ). keempat, dilihat dari perspektif dilālah (kandungan
makna) suatu lafẓ (tharîqah al-dalâlah). Berbeda dengan Muhammad
Syahrur, teori ḥudūd yang dimaksudkan di sini adalah batas maksimal dan
minimal datang secara bersamaan, namun tidak menyatu dalam satu garis.
Syahrur beranggapan bahwa dasar perhitungan dalam hukum waris adalah
perempuan, sedangkan kelompok laki-laki hanya sebagai variabel pengikut
yang bagiannya bisa berubah-ubah sesuai dengan jumlah perempuan yang
mewarisi bersamanya. Terhadap batasan ini Syahrur menyatakan bahwa
batasan ini berlaku bila jumlah anak perempuan sebanyak dua kali lipat
jumlah anak laki-laki. Di sinilah menurut Syahrur bagian kelompok anak
laki-laki dan anak perempuan sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi
yang berlaku pada suatu masyarakat yang didukung oleh meterill-statistik,
apabila dipandang perlu maka pembagian sama rata juga dapat
dibenarkan.
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1.2. Saran
a. Kepada mahasiswa/mahasiswi pada fakultas Syari’ah dan Hukum
disarankan agar dapat meneliti hal ini lebih lanjut, sebagaimana penulis
sadari bahwasanya skripsi ini jauh dari kata sempurna. Sehingga peneliti
di masa yang akan datang dapat lebih mendalam  lagi dalam meneliti
tentang hal ini.
b. Kepada Fakultas Syariah dan Hukum diharapkan untuk terus melakukan
studi intensif tentang pemikiran-pemikiran fikih yang berkaitan dengan
permasalahan yang banyak muncul dalam kehidupan masyarakat agar
ditemukan solusinya. Konsep yang dihasilkan diharapkan tidak semata
menjadi wacana yang elitis, tetapi juga wacana yang populis. Kegiatan ini
bisa dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi,
penelitian dan lain-lain.
c. Kepada pembaca yang membaca skripsi ini disarankan, apabila terdapat
kesusahan dalam memahami penelitian ini dapat melihat pada sumber
yang asli dengan merujuk kepada referensi dari skripsi ini. Dan apa-apa
saja menurut pembaca baik maka diambil dan diamalkan, sedangkan
apabila tidak sesuai ditinggalkan saja.
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